
SALINAN 

 

BUPATI LIMA PULUH KOTA 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN DAERAH ICABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 

DENGAN RAM MAT TUHAN YANG MAMA ESA 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 
Menimbang : a. bahwa arsip sebagai slumber informasi dan 'bahan bukti 

pertanggungjawaban daerah mempunyai nilai dan arti 

yang sangat penting dan strategis sebagai bagian dani 

identitas dan jail din memori kolektif bangsa; 
b. bahwa penyelenggaraan arsip secara terpadu sebagai 

supaya untuk mendulcung transparasi dan 
akuntabilitas kinerja agar tercipta pemerintah yang 
bersih (clean goverment) dan pemerintahan yang balk 
(good governance), peningkatan mutu akuntabilitas 
publik demi rnewujudkan pelayanan kepada 
masyarakat; 

c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum 

dan pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan 

kearsipan di daerah perlu adanya suatu kebijakan yang 

dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan 
Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dirnaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan 	Peraturan 	Daerah 	tentang 
Penyelenggaraan Kearsipan. 

Mengingat 	1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalarn 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 



(Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan 	Peraturan 	Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 

Dungan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

clan 
BUPATI LIMA PULUH KOTA 

MEMUTUSICAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENIFELENGrGARAAN 
KEARSIPAN 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dinaaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disinglcat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalarn penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingicat LKD adalah 

peranglcat daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab 

melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kearsipan. 
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimililvi oleh 

pemerintahan daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal 
dan i kelcayaan pemerintahan daerah yang dipisahkan. 

8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenEtan dengan arsip, 
9. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi 

kebijakan, pembinaan kearsipan, dan perigelolaan arsip dala_m suatu 

sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, 

prasarana dan sarana, serta sunaber daya lainnya. 
10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 

dan media sesuai dengan perkembangan telcnologi informasi dan 
komunikasi yang dibuat clan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan 

daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, clan bernegara. 

11. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dala_m 
r, 	 kegiatan pencipta arsip dan disim pan selama janglca waktu tertentu. 

12. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan 

dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat 

diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 
13. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau 

terus menerus. 
14. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 



15. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena 

memilild nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, clan 
berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara 
langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia 
dan/atau lembaga kearsipan. 

16. Arsip Statis Tertutup adalah arsip statis yang tidak bisa diakses oleh 
pengguna arsip, karma pertinabangan kepentingan nasional dan/atau 
kepentingan hukum yang diklasifikasikan tidak boleh diketahui pihak 
lain yang tidak berhak, yang clikemas secara Ichusus untuk menjamin 
kerahasiaan fisik maupun informasinya 

17. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan 
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, 
keamanan, dan keselamatannya. 

18. Arsip Umum adalah arsip yang tidak terrnasuk dalam kategori arsip 
terjaga. 

19. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas 
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang 
pengeloktan arsip dinamis 

20. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan 
yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidilcan dan 
pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab 
melalcsanakan kegiatan kearsipan. 

21. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 
tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan 
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 

22. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 
tugas clan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 

23. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis 
secara efisien, efelctif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan 
dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. 

24. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip staffs secara 
efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, 
pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem 
kearsipan nasional 

25. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 
berisi sekurang-kurangnya jangka walctu penyimpanan atau retensi, jenis 
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu 
jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelarnatan arsip. 



26. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN 

adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI 
yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional. 

27. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKIN1 
adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara 
nasional yang dikelola oleh ANRI. 

28. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKID adalah suatu 
sistim yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai 

• 	 komponen yang merniliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar 
pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam 
penyelenggaraan daerah. 

29. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar 
berisi arsip yang metnilild nilai guna kesejarahan balk yang telah 
diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga 
kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumIcan kepada 
publik. 

30. Pengguna Arsip Statis adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan 
hukum yang menggunakan clan memanfaatkan arsip staffs di lembaga 
kearsipan. 

31. Alih Media adalah kegiatan memindahkan arsip dan i media kertas ke 
dalam media elektronik secara utuh yang dilaksanakan dalam bentuk 
dan media apapun sesuai dengan kemajuan telcnologi informasi dan 
komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
serta dapat diakses kembali oleh pencipta arsip. 

Pasal 2 
Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan berasaskan: 
a. kepastian hukum; 
b. keautentikan dan keterpercayaan, 
c. keutuhan; 
d asal usul; 
e. aturan asli; 

• 
	1. keamanan dan keselamatan; 

g. keprofesionalan; 
h. keresponsifan; 
i. keantisipatifan; 
j. kepartisipatifan; 
k. akuntabilitas; 
1. kemanfaatan; 



rn. aksebilitas; dan 

n. kepentingan umum. 
Pasal 3 

Penyelenggaraan Kearsipan dimaksudkan untuk memberikan kepastian 
hukum dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dalam 
Penyelenggaraan Karsipan. 

Pasal 4 
Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk: 
a. menjamin terciptanya arsip dan i kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 

Negara di Daerah, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseoranganl; 

b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai slat 
bukti yang ash; 

c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan 
arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. menjamin pelindungan kepentingan Daerah dan hak-hak keperdataan 
masyarakat Daerah melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang 
autentik dan terpercaya; 

e. menjamin keselamatan clan keamanan arsip sebagai bulcti 
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyar-akat, berbangsa dan 
bernegara; 

f. Menjamin keselarnatan asset daerah; dan 
g. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. 

BAB II 
PENGELOLAAN ARSIP 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 5 
(1) Pengelolaan Arsip meliputi: 

a. Pengelolaan Arsip Dinamis; dan 
b. Pengelolaan Arsip Statis. 

(2) Pengelolaan Arsip dinarnis dilakukan terhadap Arsip: 
a. Arsip Vital; 
b. Arsip Aktif; dan 
c. Arsip InaIctif. 

(3) Pengelolaan Arsip Dinarnis menjadi tanggungjawab Pencipta Arsip. 



(4) Pengelolaan Arsip Staffs menjadi tanggung jawab LKD. 

(5) Pelaksanaan pengelolaan Arsip sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Arsiparis dan atau tenaga pengelola kearsipan. 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Arsip Dinamis 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 6 
(1) Pengelolaan Arsip Dinamis wajib dilaksanalcan oleh Pemerintah Daerah 

dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sebagai pencipta arsip. 
(2) Pengelolaan Arsip Dinamis dilaksanakan u ntuk menja_min ketersediaan 

arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan alcuntabilitas 
kinerja dan slat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi 
persyaratan. 

Pasal 7 
(1) Pengelolaan Arsip Dinarnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) 

a. penciptaan Arsip; 
b. penggunaan Arsip; 
c. pemeliharaan Arsip; dan 
d. penyusutan Arsip. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengelolaan arsip 
dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cliatur dalam Peraturan 
Bupati_ 

Paragraf 2 
Penciptaan Arsip 

Pasal 8 
(1) Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melipun 

kegiatan: 
a. PembuatanArsip; dan 
b. PenerimaanArsip. 

(2) Pembuatan dan penerimaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi Arsip, serta 
sistem kLasifikasi keamanan dan akses Arsip. 



(3) Tata naskah dinas, klasifikasi Arsip, serta sistem klasifikasi keamanan 

dan akses Arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 
(1) Pembuatan Arsip sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (1) huruf a 

hams diregistrasi. 

(2) Arsip yang sudah diregistrasi didistribusikan kepada pihak yang berhak 

secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta arnan. 

(3) Pendistribusian Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan 

tindakan pengendalian. 

Pasal 10 
(1) Penerimaan Arsip sebagaimana dimaksud dalaxn Pasal 8 ayat (1) huruf b 

dianggap sah setelah diterima oleh petugas atau pihak yang berhak 
men erima. 

(2) Penerimaan Arsip sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) hams diregistrasi 
oleh pihak yang menerima. 

(3) Arsip yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan 

kepada Unit Pengolah diikuti dengan tindakan pengenrialian. 

Pasal 11 
(1) Kegiatan registrasi dalam pembuatan dan penerimaan Arsip hams 

didokumentasikan oleh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan. 
(2) Unit Pengolahdan Unit Kearsipan wajib memelihara dan menyimpan 

dokumentasi pembuatan dan penerimaan arsip. 

Pasal 12 
(1) Pembuatan dan penerimaan Arsip harus dijaga autentisitasnya 

berdasarkan tata naskah dinas. 

(2) Unit Pengolahbertanggung jawab terhadap autentisitas Arsip yang 
diciptakan. 

Paragraf 3 

Penggunaan Arsip Dinamis 

Pasal 13 

(1) Penggunaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf b 

diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan clan masyarakat. 



(2) Ketersediaan dan autentisitas Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab 

Pencipta Arsip. 
(3) Pimpinan Unit Pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, 

pengolahan, penyajian Arsip Vital, dan Arsip Aktif. 
(4) Pimpinan Unit Kearsipan bertanggungjawab terhadap ketersediaan, 

pengolahan, clan penyajian Arsip Inalctif untuk kepentingan penggunaan 
internal dan kepentingan publik. 

(5) Dalam ranglca ketersediaan Arsip untuk kepentingan akses, Arsip 
Dinamis dapat dilakukan alih media. 

Pasal 14 
Pertggunaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan sistem Idasifikasi keamanan dan akses Arsip. 

Pasal 15 
Penggunaan Arsip Dinamis oleh pengguna yang berhak dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 4 
Pemeliharaan Arsip 

Pasal 16 
(1) Pemeliharaan Arsip Dinamis dilakukan untuk menjaga keautentikan, 

keutuhan, keamanan, dan keselarnatan Arsip. 
(2) Pemeliharaan Arsip Dinamis meliputi pemeliharaan arsip vital, arsip aktif, 

clan arsip inaktif balk yang termasuk dalam kategori arsip teijaga maupun 
arsip umum. 

(3) Pemeliharaan Arsip Dinamis dilakukan melalui kegiatan: 
a. pemberkasanArsip Aktif; 
b. penataanArsip Inaktif; 
c. penyirnpananArsip; dan 
d. alih media Arsip. 

Pasal 17 
(1) Pemeliharaan Arsip Aktif menjadi tanggung jawab pimpinan Unit 

Pengolah. 
(2) Pemeliharaan Arsip Aktif dilakukan melalui kegiatan pemberkasan dan 

penyirnpanan Arsip. 



Pasal 18 
(1) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) 

hunif a, dilakukan terhadap arsip yang dibuat dan diterima. 

(2) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasnrkan klasifikasi Arsip. 

(3) Pemberkasan Arsip Aktif menghasilkan tertatanya fisik dan infortnasi 
Arsip serta tersusunnya daftar Arsip Aktif. 

(4) Unit Pengolah menya_mpaikan daftar Arsip Aktif kepada Unit 
Kearsipanpaling lama 6 (enarn) bulan setelah pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 19 
(1) Pemeliharaan Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab kepala Unit 

Kearsipan. 
(2) Pemeliharaan Arsip Inaktif dilakukan melalui kegiatan penataan dan 

penyimpanan. 

Pasal 20 
(1) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (3) 

huruf b dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan ash. 
(2) Penataan Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan dilaksanakan melalui 

kegiatan: 
a. pengaturan fisik Arsip; 
b pengolahan informasi Arsip; dan 
c. penyusunan daftar Arsip Inaktif. 

(3) Penataan Arsip Inaktif dan pembuatan daftar Arsip Inaktif menjadi 
tanggung jawab kepala. Unit Kearsipan. 

Pasal 21 
(1) Pemerintah Daerah membuat daftar Arsip Dinarnis berdasarkan 2 (dua) 

kategori, yaitu Arsip teijaga dan Arsip umum. 
(2) Daftar Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tneliputi daftar 

Arsip Aktif dan daftar Arsip Inaktif. 

Pasal 22 
(1) Penyirnpanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf 

c, dilakukan terhadap Arsip Aktif dan Arsip Inaktif yang sudah didaftar 
dalam daftar Arsip. 

(2) Penyimpanan Arsip Aktif menjadi tanggung jawab pimpinan Unit 
Pengolah. 



(3) Penyimpanan Arsip Inalctif menjadi tanggung jawab kepala Unit 

Kearsipan. 
(4) Penyimpanan Arsip Alctif dan Arsip Inalctif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan informasi 
Arsip selama janglca waktu penyimpanan Arsip berdasarkan JRA. 

• Pasal 23 
Dalam rangka pemehharaan Arsip Dinarnis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (3) dapat dilalculcan alih media Arsip. 

Pasal 24 
(1) Alih media Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan 

dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan telcnologi informasi 
dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Dalarn melakukan alih media Arsip pimpinan masing-masing Pencipta 
Arsip menetapkan kebijakan alih media Arsip. 

(3) Alih media Arsip dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi Arsip dan 
nilai informasi. 

(4) Arsip yang dialihmediakan, tetap disimpan untuk kepentingan hukum 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Alih media Arsip diautentikasi oleh pimpinan di lingkungan Pencipta 
Arsip dengan memberilcan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi 
atau terkait dengan Arsip hasil alih media. 

(6) Pelaksanaan alih media dilakukan dengan membuat berita acara yang 
disertai dengan daftar Arsip yang dialihmediakan. 

(7) Pelaksanaan alih media Arsip Dinamis ditetapkan oleh pimpinan 
Pencipta Arsip. 

(8) Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan slat bukti yang 
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih media arsip sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 25 
Perneliharaan Arsip Vital dilaksanakan berdasarkan program Arsip Vital. 
Program Arsip Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. identifikasi; 
b. pelindungan dan pengamanan; clan 
c. penyelamatan dan pemulihan. 



(3) Pemeliharaan Arsip Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 

menjadi tanggung jawab pirapinan Unit Pengolah. 
(4) Program Arsip Vital ditetapkan oleh pimpinan Pencipta Arsip 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 5 
Penyusutan Arsip 

Pasal 26 
Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan 
oleh Pencipta Arsip berdasarkan JRA. 

Pasal 27 
(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki JRA. 
(2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah 

rnendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. 

Pasal 28 
Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi kegiatan: 
a. Pemindahan Arsip Inaktif dan i Unit Pengolahke Unit Kearsipan; 
b. pemusnahan Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai 

guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 

c. penyerahan Arsip Stalls oleh Pencipta Arsip kepada LAID. 

Pasal 29 
(1) Pemindahan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk 

clan media Arsip. 
(2) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui kegiatan: 
a. penyeleksianArsip Inaktif; 
b. pembuatan daftar Arsip Inaktif yang alcan dipindahkan; dan 
c. penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan. 

Pasal 30 
Pemindahan Arsip Inaktif di linglcungan Pemerintah Daerah dilakukan 
sebagai berikut: 

a. pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) 
tahun dilakukan dari Unit Pengolah Ice Unit Kearsipan; dan 



b. pemfiadahan Arsip Inalctif yang memiliki retensi paling rendah 10 

(sepuluh) tahun dilakulcan dad Pencipta Arsip Ice LED. 

Pasal 31 
(1) Pemindahan 	Arsip 	InaIctif 	dan i 	Unit 	Pengolahke 	Unit 

Kearsipansebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a menjadi 
tanggung jawab pimpinan Unit Pengolah. 

(2) Pemindahan Arsip Inalctif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanalcan setelah melewati retensi Arsip Alctif. 

(3) Pelaksanaan pemirtdahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan dengan penandatanganan berita acara dan dilampiri daftar 
Arsip yang akan dipindahkan. 

(4) Berita acara dan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolahdan 
pimpinan Unit Kearsipan. 

Pasal 32 
(1) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, 

menjadi tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip. 

(2) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalculcan 
terhadap Arsip yang: 
a. tidak memiliki nilai g-una; 
b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan 

JRA; 
c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan 
d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perIcara. 

(3) Dalam hal Arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), retensinya ditentukan kembali oleh pimpinan 
Pencipta Arsip. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemusnahan arsip diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 33 
(1) Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada LKD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakulcan terhadap Arsip yang: 
a. memiliki nilai guna kesejarahan; 
b. telah habis retensinya; dart/ atau 
c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA Pencipta Arsip. 



(2) Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dilaksa_nalcan oleh: 
a. Pemerintah Daerah; 

b. BUMD; dan 
c. perusahaan swasta di Daerah. 

(3) Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 

Pasal 34 
(1) Arsip Stabs yang diserahkan oleh Pencipta Arsip kepada Dinas, hams 

naerupakan Arsip yang autentik, terperca.ya, utuh, dan dapat digunakan. 
(2) Dalam hal Arsip Statis yang diserahkan tidak autentik maka Pencipta 

Arsip melakukan autentikasi. 
(3) Apabila Pencipta Arsip tidak melakukan autentikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Dines berhak untuk menolak penyerahan Arsip 
Statis. 

(4) Dala.m hal Arsip Stabs yang tidak diketahui penciptanya, autentikasi 
dilakukan oleh Dinas. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penyerahan arsip statis 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 35 
(1) Arsip Stabs Pemerintah Daerah wajib diserahkan kepada LKD. 
(2) Penetapan Arsip Statis pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati. 
(3) Pelaksanaan penyerahan Arsip Statis yang memiliki retensi di bawah 10 

(sepuluh) tahun menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan disetiap masing-
masing Perangkat Daerah. 

(4) Pelaksanaart penyerahan Arsip Staffs yang memiliki retensi paling rendah 
10 (sepuluh) tahun menjadi tariggungjawab LKD. 

Pasal 36 
(1) Arsip Statis BUMD wajib diserahkan kepada LKD. 
(2) Penetapan Arsip Staffs pada BUMD dilakukan oleh pimpinan BUMD. 
(3) Arsip Statis yang telah ditetapkan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), 

diserahkan oleh pimpinan BUMD kepada LKD. 



Pasal 37 
Pemindahan Arsip Statis, pemusnahan Arsip Statis, dan penyerahan Arsip 
Statis secara teknis dilaksanakan berdasarlcan ketentuan peratu ran 
perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Arsip Statis 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 38 
(1) Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf b wajib dilaksanakan oleh Lira. 
(2) Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi 

kegiatan: 
a. akuisisi arsip statis; 
b. pengolahan arsip statis; 
c. preservasi arsip statis; dan 
d. akses arsip staffs. 

Paragraf 2 
Altuisisi Snip Statis 

Pasal 39 
(1) Akuisisi Arsip Stalls sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf 

a dilakukan melalui verifikasi seen langsung maupun tidak langsung. 
(2) Verifikasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

tanggung jawab kepala 
(3) Apabila dalam melakukan verifikasi terdapat Arsip Statis yang tidalc 

memenuhi kriteria sebagai Arsip Stalls, kepala LKD berhak menolak Arsip 
yang akan diserahkan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan prosedur akuisisi arsip 
staffs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 40 
(1) Dalam rangka pelaksanaan akuisisi Arsip Stalls, LIM wajib membuat DPA 

terhadap Arsip Stabs yang belum diserahkan oleh Pencipta Arsip. 
(2) DPA sebagaimana dirnalcsud pada ayat (1) diumumkan oleh LIU) kepada 

publik balk melalui media cetak, dan/atau media elektronik. 



Pasal 41 
(1) Dalam rangka penyelamatan Arsip Statis, Pemerintah Daerah dapat 

memberikan penghargaan atau imbalan kepada masyarakat. 

(2) Penghargaan diberikan kepada masyarakat yang memberitahukan 

keberadaan dan/atau menyerahkan Arsip Statis yang masuk dalam DPA 

kepada L1CD. 

(3) Imbalan diberikan kepada masyarakat yang menyerahkan Arsip Stalls 

yang dimiliki atau dikuasai L1CD yang pelaksanaannya dapat dilakukan 

berdasarkan perundingan. 

(4) Penghargaan atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Paragraf 3 

Pengolahan Arsip Statis 

Pasal 42 

Pengolahan Arsip Stabs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) 

huruf b, dilaksanakan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan ash serta 
standar deskripsi Arsip Statis. 

Pasal 43 
(1) Pengolahan Arsip Stabs dilaksanakan melalui kegiatan• 

a. menata informasi Arsip Statis; 
b. menata flsik Arsip Statis; dan 
c. penyusunan sarana bantu temu balik Arsip Stabs. 

(2) Sarana bantu temu balik sebagaimana dimaksud pada_ ayat (1) huruf c 
meliputi guide, daftar Arsip stalls, dan inventaris Arsip. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan arsip stalls sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) diatur dengan Peratura_n Bupati. 

Paragraf 4 
Presenrasi Arsip Statis 

Pasal 44 
(1) Preservasi Arsip Stabs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) 

huruf c dilaksanakan dengan cara preventif dan kuratif. 
(2) Preservasi Arsip Stalls dengan cara preventif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan: 

a. penyimpanan; 

b pengendalian hama terpadu; 



c. reproduksi; dan 

d. perencanaan menghadapi bencana. 
(3) Preservasi Arsip Stabs dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan melalui perawatan Arsip Statis dengan memperhatikan 
keutuhan informasi yang ciikandung dalam Arsip Statis. 

• Pasal 45 
(1) Pelaksanaan preservasi Arsip Stalls melalui reproduksi dilaksanakan 

dengan melakukan alih media 
(2) Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

mernperhatikan kondisi fisik dan nilai informasi. 
(3) LICD membuat kebijakan alih media Arsip. 
(4) Arsip Statis hash l alih media diautentikasi oleh Kepala LKD. 

Pasal 46 
(1) Pelaksanaan alih media Arsip Stabs dilakulcan dengan membuat berita 

acara dan daftar Arsip. 
(2) Alih media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) menghasilkan 

Arsip Statis dalam bentuk dan media elektionik dan/atau media lainnya 
sesuai dengan aslinya. 

(3) Arsip yang dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan pelestarian 
dan pelayanan Arsip. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan alih media arsip statis 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) diatur dengan Peraturari 
B upati. 

Paragraf 5 
Akses Arsip Statis 

Pasal 47 
Akses Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, 
dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, clan pelayanan 
publik. 

Pasal 48 
(1) Akses Arsip Statis untuk kepentingan pengguna Arsip dijam'in oleh LICE). 
(2) Untuk menjamin kepentingan akses Arsip Stalls, LICD menyediakan 

prasarana dan sarana. 
(3) Akses Arsip Statis dilaksanakan dengan mempertimbangkan: 



a. prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip Stalls; dan 
b. sifat keterbukaan dan ketertutupan Arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan. 

(4) Akses Arsip Stalls dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik. 

Pasal 49 
(1) Apabila akses terhadap Arsip Statis yang berasal dan i Pencipta Arsip 

terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan 
persyaratan dan i Pencipta Arsip yang memiliki Arsip tersebut. 

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 50 
(1) Dalarn pemanfaatan arsip statis, LID bergabung dengan simpul JIICN. 
(2) Penyelenggaraan JIKN mempunyai fungsi 

a. memudahkan akses dan pencarian serta penelusuran arsip stabs; 
b. meningkatkan pemberian layanan penggunaan arsip staffs; dan 
c. meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan di 

bidang kearsipan. 

(3) Dalarn rangka penyelenggaraan JIKN, LKD bekerjasama dengan Lembaga 
Kearsipan Daerah Provinsi, Arsip Nasional Republik Indonesia dan 
Perguruan Tinggi. 

Pasal 51 
Untuk mendukung terwujudnya pengelolaan Arsip Stalls, Pencipta Arsip clan 
LKD dapat melakukan alih media dan autentikasi Arsip yang dikelolanya 

Bagian Keempat 
Pembangunan SKD Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pasal 52 
(1) LKD membangun dan mengelola SKD dengan mengembangkan Sistem 

Irtforrnasi Kearsipan Daerah berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

(2) Sistem Infortnasi Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dan i pangkalan data Arsip: 
a. inaktif yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; 
b. vital; dan 
c. stalls. 



Paul 53 
(1) Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Daerah untuk menjarnin 

kemudahan, kecepatan dan ketepatan akses Arsip bagi kepentingan 
pengguna dengan menggunakan peralatan teknologi inforrnasi dan 
komunikasi 

(2) Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilalculcan oleh LKD dan Peranglcat Daerah yang 
mempunyai tugas pokok clan fungsi di bidang teknologi inforrnasi dan 
komunikasi. 

(3) Pengorganisasian Sistem Informasi Kearsipan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terpusat di LKD yang terdiri dan i pangkalan data 
Arsip: 
a. InaktiT yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; 
b. Vital; dan 
c. Stalls. 

Paul 54 

(1) Dalarn pemanfaatan Arsip stabs, LKD menggunakan Jaringan Informasi 
Kearsipan Daerah yang bertujuan untuk: 

a kemudahan akses dan penelusuran Arsip statis; 
b. layanan kepada pengguna; clan 
c. penyebarluasan informasi dan pengetahuan kearsipan. 

(2) Penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilalcsanakan oleh LKD bekerja sama dengan 
lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan, lembaga pendidikan, 
organisasi politik, organisasi kenaasyarakatan clan perseorangan. 

(3) Penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terhubung dengan Jaringan Informasi Kearsipan 
Nasional. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKD, Sistem Informasi Kearsipan 
Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah, diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Raglan Kelima 
Penyelenggaraan SKD 

Pasal 55 

(1) Penyelenggaraan SKD untuk menata kearsipan Daerah dala_m kesatuan 
sistem kearsipan nasional 



(2) Penyelenggaraan SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi 

untuk: 

a. Mengidentifikasi keberadaan Arsip yang memilild keterkaitan informasi 

disemua organisasi Kearsipan; 

b. Menghubungkan keterkaitan Arsip sebagai satu keutuhan informasi; 

dan 

c. menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh dan terpercaya. 

BAB III 

PERLINDUNGAN DAN PENYELANIATAN ARSIP 

Bagian Kesatu 

Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dan i Beneana 
Paragraf 1 

Umum 

Pasal 56 

Kegiatan pelindungan dan penyelamatan Arsip dan i bencana meliputi: 
a. prabencana; 

b. saat tanggap darurat; clan 

c. pascabencana. 

Pasal 57 
(1) Arsip yang rnemperoleh pelindungan dan penyelamatan Arsip dani 

bencana meliputi: 

a. Arsip Dinamis; 

b. Arsip Statis; 

Arsip Terjaga; dan 

d. Arsip Vital. 

(2) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dan media 

kertas, elektronik dan/atau audio visual. 

Pasal 58 
(1) Pelindungan dan penyelamatan Arsip bencana menjadi tanggungjawab 

LKD dan Pencipta Arsip pada bencana skala Daerah. 
(2) Dalarn pelaksanaan tanggunawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

LKD dan Pencipta Arsip dapat berkoordinasi dengan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lirna Puluh Kota. 



Pasal 59 
(1) Kegiatan pelindungan dan penyelamatan Arsip dan i bencana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan dengan pembentukan tim 

penanggulangan bencana Arsip. 

(2) Tim penanggulang,axi bencana Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Paragraf 2 
Prabencana 

Pasal 60 
Pelindungan dan penyelamatan Arsip pada tahap prabencana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi: 
a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan 

b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. 

Pasal 61 
Pelindungan dan penyelamatan Arsip dalam situasi tidak texjadi bencana 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 60 huruf a, Pencipta arsip dan LKD 
melaksanakan: 

a identifikasi bencana; 

b. preservasi Arsip dengan cara preventif; dan 
c. menyediakan prasarana dan sarana Kearsipan. 

Pasal 62 
(1) Pelaksanaan identifikasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 

huruf a meliputi; 

a. jenis bencana; 
b. indikasi kerusakan; 

c. rnenyusun tindakan operasional tanggap darurat; 
d. persiapan praearana dan sarana; dan 
e. pembatasan akses lokasi bencana. 

(2) Indikasi kerusakan arsip sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dan: 

a. gedung,; 

b. peralntan Kearsipan; dan 

c. Arsip. 

(3) Preservasi Arsip dengan cara preventif dilaksanakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan tentang Preservasi Arsip. 
(4) Penyediaan pra 	arana dan sarana Kearsipan meliputi: 



a. standar minimal gedung Arsip; 

b. standar ruang penyimpanan Arsip; dan 
c. standar peralatan Kearsipan. 

(5) Ketentuan mengenai standar ruang penyimpanan fisik arsip sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 63 
Pelindungan dan penyelarnatan Arsip dalam situasi terdapat potensi terjadi 

bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi: 
a. kesiapsiagaan; dan 
b. mitigasi bencana. 

Pasal 64 
(1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalara Pasal 63 huruf a dilakukan 

untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi 
kejadian bencana. 

(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana; 
b. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang 

mekanisme tanggap darurat pelindungan dan penyelamatan Arsip; 
c. penyiapan lokasi evakuasi; 
d. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran; 
e. prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan 
f. penyedia.an  dart penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk 

pemenuhan pemulihan prasarana clan sarana Kearsipan 

Pasal 65 
(1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b 

dilakukan dengan menyusun pedoman pengelolaan Arsip di lingkungan 
Pencipta Arsip sebagai langkah pencegahan mengurangi risiko bencana. 

(2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
kegiatan: 
a. pelaksanaan penataan dan pemeliharaan prasarana dan sarana 

Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4); dan 
b. penyelenggaraan penyuluhan penanggulangan bencana 



Paragraf 3 

Tanggap Darurat 
Pasal 66 

Pefindungan dan penyelamatan Arsip pada saat tanggap darurat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi: 
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan Arsip; dan 
b. penyelamatan Arsip terkena bencana. 

Pasal 67 
(1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan Arsip sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi• 
a. penentuan lokasi alternafif penyelamatan Arsip; 
b. tingkat kerusakan prasarana dan sarana Kearsipan; 
c. kerusakan Arsip; dan 
d. kemampuan sumber daya manusia Kearsipan. 

(2) Tindakan penyelamatan arsip terkena bencana sebagaimana dim aksud 
dalam Pasal 66 huruf b meliputi kegiatan: 
a. evakuasi Arsip; 
b. identifikasi Arsip; 
c. pemulihan Arsip; dan 
d. penyirnpanan Arsip. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penyelamatan arsip terkena 
bencana sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

Paragraf 4 
Pasca beacons 

Pasal 68 
Pelindungan dan penyelamatan arsip pada tahap pascabencana meliputi: 
a. rehabilitasi; 
b. rekonstruksi; dan 
c. pendokumentasian dan laporan. 

Pasal 69 
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pass.! 68 huruf a dilakukan 
melalui kegiatan: 
a. perbaikan prasarana dan sarana Kearsipan; dan 
b. pemulihan fungsi pelayanan Kearsipan. 



Pasal 70 
Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi: 
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana Kearsipan; dan 

b. peningkatan pelayanan Kearsipan. 

Pasal 71 
(1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c 

dilakukan oleh tim penanggulangan bencana Arsip. 

(2) Pendokumentasian terhadap Arsip yang tercipta dan dihasilkan dani 

adanya kegiatan tindakan penyelamatan Arsip yang meliputi; 
a. keputusan pembentukan tim penanggulangan bencana Arsip; 
b. biaya dan strategi penanggulangan bencana; 
c. daftar arsip yang perlu tindakan Penyelamatan arsip; 
d. daftar Arsip musnah; 

e. Fisik Arsip yang telah dilakukan tindakan penyelamatan Arsip; dan 
f. berita acara kondisi Arsip pascabencana. 

(3) Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pelindungan dan penyelamatan 
Arsip dan i bencana disirnpan oleh LKD. 

Pawl 72 
(1) Pembuatan laporan kegiatan penyelamatan arsip dan i bencana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilakukan oleh tim 

penanggulangan bencana Arsip yang meliputi pelaporan kegiatan pra 

bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. 
(2) Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 

Bupati melalui Kepala LKD dengan tembusan ke pimpinan Pencipta Arsip 
pada bencana skala Daerah. 

Blights) Kedua 
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan 

Pasal 73 
(1) Penyelamatan Arsip penggabungan atau pembubaran Perangkat Daerah 

dilaksanakan dengan pembentukan tim penyelamatan arsip, yang terdiri 
dan i unsur: 

a. LICD; 

b. Perangkat Daerah yang digabung atau dibubarkan; 
c. Perangkat Daerah yang menerirna pelimpahan tugas dan fungsi; dan 
d. sekretariat Daerah. 

(2) Penyelamatan Arsip oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diutarnakan terhadap arsip vital, arsip terjaga clan arsip statis. 



Pasal 74 

(1) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang digabung atau dibubarkan 

dilaksanakan melalui tahapan: 

a pendataan dan identifikasi Arsip; 

b. penataan dan pendaftaran Arsip; 

c. verifikasi/penilaian Arsip; 

d. penyerahan Arsip Statis; dan 

e. pemusnahan Arsip. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Arsip Perangkat daerah 

yang digabung atau dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Bupati. 

BAB IV 
KETERBUKAAN ARSIP STATIS UNTUK PENELITIAN 

DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SERTA PENYELIDIKAN 
DAN PENYIDIICAN 

Bagian Kesatu 
Bak clan Kewujiban 

Pasal 75 
LKD berhak menolak untuk memberikan akses Arsip Statis Tertutup apabila: 
a. digunakan di luar kepentingan penelitian, ihrtu pengetahuan serta 

kepentingan penyelidilcan dart penyidikan; 
b. penggunaArsip belum memiliki izin penggunaan arsip dan i Pencipta Arsip 

kecuali terdapat klausul dengan Pencipta Arsip; 
c. belum ada sarana bantu penemuan kembali (finding aids); dan 
d. Arsip dalam keadaan rapuh, rusak dan/atau sedang diperbaiki. 

Pasal 76 
LKD wajib: 

a. menetapkan Daftar Arsip Statis Tertutup berdasarkan pertimbangan dani 
pimpinan Pencipta Arsip. 

b. menetapkan prosedur akses dan layanan Arsip Statis Tertutup. 
c. melakukan koordinasi penggunaan akses Arsip Statis Tertutup dengan 

Pencipta Arsip atau pihak yang menguasai Arsip sebelum memberikan 

akses Arsip Statis Tertutup kepada pengguna Arsip; 
d. menjarnin akses Arsip Statis tertutup kepada Pengguna Arsip secara adil 

atau tanpa diskrirninasi, tepat, cepat, aman dan transparan; 



e. menjarnin kepastian terhadap autentisitas Arsip Stalls Tertutup; 

f. menyedialcan prasarana dan sarana layanan akses Arsip Stalls Tertutup; 

g. menyediakan sumber daya manusia kearsipan untuk layanan 
penggunaan akses Arsip Statis Tertutup; dan 

h. memberikan akses dan layanan Arsip Stalls Tertutup dalam bentuk dan 
media apapun yang dimiliki oleh LKD. 

Pasal 77 
Pengguria Arsip berhak: 
a. memperoleh akses dan layanan Arsip Stalls Tertutup secara adil tanpa 

diskriminasi sesuai prosedur yang ditentukan oleh LKD; dan 
b. menggunakan Arsip aslinya sebagai bahan bukti di pengadilan dengan 

ketentuan harus didampingi oleh petugas arsip yang ditunjuk LKD 
dengan waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dan/atau dapat 
diperpanjang lagi walctunya sesuai kebutuhan di pengadilan. 

Pasal 78 
(1) Pengguna Arsip Wajib: 

a. membuat surat permohonan kepada Kepala LW; 
b. membuat surat permohonan izin penggunaan Arsip Stalls Tertutup 

kepada pimpinan Pencipta Arsip kecuali untuk penyelidikan clan 
penyidilcan; 

c. memiliki izin penelitian dan i lembaga yang berwenang dan lembaga 
penjarnin dan/atau mitra keija, izin penggunaan Arsip Stalls Tertutup, 
tujuan, waktu penggunaan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan prosedur yang telah ditentukan LKD; 

d. menunjuldcan kartu identitas, dan melampirkan surat rekomendasi 
penggunaan Arsip Stalls Tertutup yang telah disetujui oleh Kepala 
LIM; 
mencantumkan sumber Arsip; dan 

f. menyerahkan hasil tulisan kepada LKD 
(2) Format surat izin penggunaan Arsip Stalls Tertutup sebagaimana 

dimaksud path ayat (1) huruf b diatur dalarn Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 
Penyusunan Daftar Arsip Statis Tertutup 

Pasal 79 
(1) Penyusunan Daftar Arsip Statis Tertutup dilaksanakan oleh tim penyusun 

Daftar Arsip Tertutup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 



(2) Tim Penyusun Daftar Arsip Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: 

a. pejabat struktural; 

b. Arsiparis; 

c. Instansi terkait lainnya. 

(3) Daftar usul Arsip Statis Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibedakan menjadi: 

a. daftar Arsip Statis Tertutup pada penyimpanan Arsip. 

b. daftar Arsip Tertutup pada layanan Arsip di LKD. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan daftar arsip statis tertutup 

sebagaimana dimaksud pada pasal 79 diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Penyeleksian Arsip Statis Tertutup 

Pasal 80 
(1) Penyusunan Daftar Arsip Statis Tertutup sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 79 ayat (1) dilaksanakan melalui penyeleksian. 
(2) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: 

a. Arsip yang ditetaplcan sebagai Arsip Stalls Tertutup dan i Pencipta Arsip 
ketika menyerahlcan ke LKD; 

b. Arsip yang masuk ke dalam kategori sebagai berikut: 
1. proses penegalcan hulcum; 
2. pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dani 

usaha tidak sehat; 

3. pertahanan dan keamanan negara; 
4. kekayaan alam Indonesia yang masuk dalarn kategori dilindungi 

kerahasiaannya; 
5. ketahanan ekonomi nasional; 
6. kepentingan politik dan hubungan luar negeri; 
7. akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun 

wasiat seseorang, kecuali kepada pihak yang berhak secara hukum; 

8 rahasia atau data pribadi; dan 

9. memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 

Pasal 81 
(1) Daftar usul Arsip Statis Tertutup dikoordinasikan dengan Pencipta Arsip 

yang menguasai Arsip sebelumnya. 

(2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sebagai berikut: 



a. LKD melalui tim penyusun daftar usul Arsip Stalls Tertutup 

mengundang Pencipta Arsip untuk membahas daftar usul Arsip Stalls 

Tertutup; 

b. LKD dan Pencipta Arsip membuat berita acara penetapan Daftar Arsip 

Stalls Tertutup sesuai dengan provenance/pencipta arsip dan 

melaporkan kepada Kepala LKD untuk ditetapkan dalam keputusan 

Kepala LKD mengenai Daftar Arsip Stalls Tertutup; 

c. daftar usul Arsip Stabs Tertutup yang sudah dikordinasikan dengan 

Pencipta Arsip ditetapkan sebagai Daftar Arsip Stalls Tertutup; 

d. Daftar Arsip Stalls Tertutup yang berasal dan i beberapa provenance 
atau pencipta arsip clan sudah dilaporkan kepada kepala lembaga 

kearsipan ditetapkan menjadi keputusan kepala lembaga kearsipan; 

dan 

e. Kepala LKD melaporkan penetapan Arsip Stabs Tertutup kepada 

DPRD. 

Bagian Keempat 

Prosedur Alums Layanan Arsip Statis Tertutup 

Pan! 82 

(1) Penguria arsip dalarn mengakses layanan arsip stabs tertutup melalui 

prosedur alcses layanan arsip stalls tertutup. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur akses layanan arsip stabs 

tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalarn Peraturan 
Bupati. 

BAB V 

SUMBER DAYA KEARSIPAN 

Bagian Kesatu 

Unit Kearsipan 

Pasal 83 

(1) Unit Kearsipan wajib dibentuk pada setiap Pencipta Arsip. 

(2) Pencipta Arsip bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Kearsipan 

melalui SICN dan pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Kearsipan pada 

masing-masing Pencipta Arsip. 

(3) Pencipta Arsip sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Pemerintah Daerah; 

b. Lembaga pendidikan; dan 

c. BUMD. 



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit kearsipan sebagaimana prosedur 

akses layanan arsip stabs tertutup sebagaimana dimaksud pada pasal 83 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 84 
(1) Unit Kearsipan pada pencipta arsip memililci fungsi: 

a. Pengelolaan Arsip Inaictif dan i Unit Pengolah di lingkungannya; 
b. pengolahan Arsip dan penyajian Arsip menjadi informasi; 
c. pemusnahan Arsip di lingkungannya; 
d. penyerahan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada LICD; 

dan 
e. pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka Penyelenggaraan 

Kearsipan di lingkungannya. 
(2) Unit Kearsipan pada Pencipta Arsip merniliki tugas: 

a. melaksanalcan pengelolaan Arsip Inaktif dan i Unit Pengolah di 
lingkungannya; 

b. mengolah Arsip clan menyajikan Arsip menjadi informasi dalam 
kerangka SKN dan SIKN; 

c. melaksanakan pemusnahan Arsip di lingkungannya; 
d. mempersiaplcari penyerahan Arsip Stalls oleh pimpinan Pencipta Arsip 

kepada LIUD; dan 
e. melaksanalcan pembinaan dan evaluasi dalam rangka Penyelenggaraan 

Kearsipan di lingkungannya. 

(3) Dalarn rangka melaksanakan fungsi clan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) Unit Kearsipan menyiaplcan rancangan 
kebijakan Kearsipan untuk ditetapkan oleh pimpinan Pencipta Arsip. 

Pasal 85 
Unit Kearsipan dipimpin oleh seorang pejabat struktural yang memiliki 
kompetensi di bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal 
dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan. 

Bagian Kota 
Sarana dan Prasarana 

Pasal 86 
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam 

Penyelenggaraan Kearsipan. 



(2) Sarana dan prasarana sebagairnana dimaksud pada ayat (1) yang hams 

dimiliki oleh Pencipta Arsip, berupa ruang pusat arsip inalctif (records 

centre). 

Pasal 87 
(1) Pemerintah Daerah wajib membangun sarana dan pra.sarana berupa 

gedung, ruangan clan peralatan yang sesuai dengan standar kualitas dan 

spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Gedung, ruangan clan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk mengelola Arsip Staffs dalam berbagai bentuk dan 
media. 

(3) Gedung sebagairnana dimaksud pada ayat (2) berupa depo Arsip yang 
dikelola oleh LKD. 

Bagian Ketiga 
Sumber Daya Manuals 

Pasal 88 
Sumber daya manusia Kearsipan terdiri atas: 
a. pejabat struktural bidang Kearsipan; 

b. Arsiparis; dan 

c. fungsional umum di bidang Kearsipan. 

Pa-sal 89 
(1) Pejabat struktural di bidang kearsipan sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 88 huruf a mempunyai kedudukan sebagai tenaga manajerial yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan 
manajemen kearsipan. 

(2) Pejabat struktural di bidang kearsipan sebagaixnana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tanggung jawab melakukan perencanaan, penyusunan 

program, pengatu ran, pengenrialian pelaksanaan kegiatan kearsipan, 

monitoring dan eyaluasi serta pengelolaan sumber daya kearsipan. 

Pasal 90 
(1) Arsiparis terdiri atas Arsiparis Pegawai Negeri Sipil dan Arsiparis non-

Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Arsiparis Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan pegawai negeri sipil yang memifiki kompetensi di bidang 

kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan 

fungsional arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 



(3) Arsiparis non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan pegawai nonPegawai Negeri Sipil yang memiliici kompetensi di 

bidang kearsipan yang diangkat dan ciitugaskan secara penuh untuk 

melaksanalcan kegiatan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Arsiparis Pegawai Negeri Sipil yang diangicat mengisi formasi arsiparis 

wajib ditugaskan sebagai tenaga fungsional kearsipan di lingicungan 

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Pasal 91 

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia Kearsipan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuican dalain rangka: 

peningicatan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia 

Kearsipan; 

b. pembinaan karir; dan 

c. peningicatan kesejahteraan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cars pelaksanaan pembinaan 

sebagairnana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 92 
(1) Pembiayaan dalam rangica Penyelenggaraan Kearsipan dibebanican 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau bantuan lain 
yang ash dan tidak mengikat. 

(2) Setiap Perangkat Daerah harus mengalolcasilcan pembiayaan untuk 
penyelenggaraan Kearsipan. 

BAB VII 

KERJASAMA 

Pasal 93 

(1) Pemenntah Daerah dapat melakukan kerjasama dibidang kearsipan 
dengan: 

a. Kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian; 

b. Instansi veridical; 

c. lembaga atau badan luar negeri; 

d. pemerintahan provinsi lain; 



e. pemerintahan kabupaten/kota; 

f. perguruan tirtggi; 
g. Badan Usaha Milk Negara atau badan Usaha Milik Daerah; dart 
it Perusahaan, orgonisasi non pemerintah dan perseorangan. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Masyarakat dapat berperan serta dalam Kearsipan yang meliputi peran 
serta perseorangan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan 
dalam Penyelenggaraan Kearsipan. 

BAR VIII 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 94 
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Kearsipan yang meliputi peran 

serta perseorangan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan 
dalam Penyelenggaraan Kearsipan. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diwujudkan dalam ruang lingkup pengelolaan, penyelamatan, 
penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan. 

(3) LED dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pelindungan, 
penyelamatan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan. 

Pasal 95 
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 94 ayat (2) dilaksanakan dengan cara- 

a. Menciptakan Arsip atas kegiatan yang dapat mengalcibatkan munculnya 
hak dan kewajiban dalam rangka menjarain pelindungan hak-hak 
keperdataan dan hak atas kelcayaan intelektual serta mendukung 
ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara; dan 

it menyimpan dan melindungi Arsip perseorangan, keluarga, organisasi 
politik, dan organisasi kemasyarakatan masing-masing sesuai dengan 
standar dan ketentuan peraturart perundang-undangan. 

Pasal 96 
Peran serta masyarakat dalam penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 94 ayat (2) dilaksanakan dengan cara 
a. menyerahkan Arsip Statis kepada LIM; 



b. melaporkan kepada LKD apabila mengetahui terjadinya penjualan, 

pemusnahan, perusakan, pemalsuan, dan pen gubahan arsip oleh 

Pencipta Arsip; dan 

c. melindungi dan menyelamatkan Arsip clan tempat penyirapanan Arsip 

dari bencana alam, bencana sosial, perang, sabotase, spionase, dan 

terorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait. 

Pasal 97 
Peran serta masyarakat dalam penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 94 ayat (2) dilaksanakan melalui pembudayaan penggunaan dan 

pemanfaatan Arsip sesuai dengan prosedur yang benar. 

Pasal 98 
Peran serta masyarakat dalam penyechaan sumber daya pendukung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilaksanakan dengan cara: 
a. menggalang dan/a.tau menyumbangkan dana untuk Penyelenggaraan 

Kearsipan; 

b. melakukan pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
o menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelarnatan Arsip sesuai 

dengan kompetensi yang dimilikinya. 

Pasal 99 
Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kearsipan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 
PENGHARGAAN 

Pasal 100 
LKD mengalokasikan pembiayaan untuk penghargaan dan/atau imbalan 

kepada masyarakat yang menyerahkan Arsip Stabs yang dimiliki atau 

dikuasai kepada LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2). 



BAB X 
PEMBINAAN DAN PEN GAWASAN 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

Pasal 101 
(1) Pembinaan Kearsipan Daerah dilakukan oleh LKD. 
(2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan 

Kearsipan terhadap: 
a. Perangkat Daerah; 
b. BUMD, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, masyarakat dan 

perseorangan di Daerah. 
(3) Kegiatan Pembinaan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 
a. koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan; 
b. penyusunan pedoman Kearsipan; 
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan 

Kearsipan; 
d. sosialisasi Kearsipan; 
e. pendidikan dan pelatihan Kearsipan; 
f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi; 
g. penataan Arsip Dinarnis; 
h penggandaan dan alih media arsip; dan 
i. pembuatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kearsipan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalara Peraturan Bupati. 

Pasal 102 
(1) LKD menggiatkan sosialisasi Kearsipan dalarn rarigka mewujudican 

masyarakat sadar Arsip. 
(2) Sosialisasi Kearsipan untuk mengatur strategi pencapaian visi dan misi. 
(3) Sosialisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan, serta melalui 
penggunaan berbagai sarana media komunikasi dan informasi 

(4) Sosialisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 
kepada Perangkat Daerah, BUMD, Lembaga Pendidikan, Organisasi 
Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan. 

(5) LKD menyediakan layanan informasi Arsip, konsultasi dan birnbingan 
pengelolaan Arsip. 



Raglan Kedua 

Pengawasan 

Pasal 103 
(1) Pengawasan Kearsipan meliputi pengawasan atas pelaksanaan 

Penyelenggaraan Kearsipan dan penegakan peraturan perundang-

undangan di bidang Kearsipan. 

(2) Pengawasan Kearsipan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menjadi 

tanggungjawab Kepala LICD. 

Pasal 104 
(1) Dalarn pelaksanaan pengawasan Kearsipan, LIU) bekerja sama dengan 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan. 

(2) Pengawasan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan 

secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalarn negeri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 105 
Aspek Pengawasan Kearsipan terdiri atas: 
a. pengelolaan Arsip Dinarnis; 

b. sumber daya manusia kearsipan; dan 

c. prasarana dan sarana 

Pasal 106 
Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalnm Pasal 105 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 107 
Peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipanyang sudah ada pada saat 

Peraturan Daerah ini diundanglcan, tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Daerah mi. 

BAR XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 108 
Peraturan pelaksanaan dan i Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling 

lama 1 (satu) tahurt terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundanglcan 



Pasal 109 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ltd dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima 
Puluh Kota. 

Ditetapkan di Sarilarnak 

pada tanggal 19 Desember 2018 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

ttd 

IRFENDI ARBI 

Diundangkan di Sarilamak 

pada tanggal 19 Desember 2018 

SEKRETAR1S DAERAH 
KABUPATEN LIMA PULLTH KOTA, 

salinan sesta& dengan aslinya 
KERALA BAGIAN HUKUM 

SETDA MB. LIMA PULUN KOTA 

ttd 	 • ERI FORTUNA SH 
NIP.19660104199303 1 006 

WIDYA PUTRA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULLJH KOTA TABUN 2018 NOMOR 7 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 

I. UMUM 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 

huruf F telah menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosiaLnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyarnpaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal 

ini 	mengisyaratkan bahwa kebebasan 	men dapatkan informasi 

merupakan hak asasi setiap warga negara sebagai salah satu wujud 

dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Perjuangan 

dalam upaya mewujudkan dan mencapai cita-cita nasional terekam 

dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia berfungsi sebagai memori 

kolektif bangsa. Memori kolektif bangsa merupakan rekarnan dani 

sejarah perjalanan bangsa tersebut merupakan aset nasional yang 

menggarnbarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang 

sesungguhnya. Setiap langkah dan dinamika gerak maju bangsa, 

masyarakat, dan negara Indonesia ice depan harus didasarkan pada 

pemahaman, penghayatan, dan catatan atas identitas dan jati din 

bangsa tersebut yang terekam dalam bentuk snip. 

Dalarn upaya mewujudkan pemahaman, penghayatan, dan catatan 

atas identitas dan jati diri bangsa serta dalam menjaga agar dinarnika 

gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa 

berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional, arsip yang 



tercipta hams dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan 

pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena 

pemerintahan daerah, juga hams menunjukkan tanggung jawabnya 

dalarn penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip 

yang tercipta dan i kegiatan-kegiatannya. Pertanggungjawaban kegiatan 

dalarn penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip tersebut 

diwujudkan dalam bentuk menghasilkan suatu sistem rekaman 

kegiatan yang falctual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat 

digunakan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, telah memasulckan kearsipan sebagai salah satu urusan 

pemerintahan wajib yang tidak berlcaitan dengan pelayanan dasar yang 

wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.Lebih lanjut 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota 

menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten kota dan 

dilaksanakan oleh Dinas lcabupaten/kota. 

Pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan balk dan benar sesuai 

dengan lcaidah yang ada akan menghadirlcan kemanfaatan besar bagi 

kehidupan organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Ketersediaan arsip 

secara utuh, otentik, dan terpercaya, pada setiap kementerian/lembaga 

dan pemerintahan daerah alcan memberilcan dukungan nyata bagi 

pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan 

penilaian lcinerja, pertanggungjawaban kinetja, pelayanan publik, serta 

penyediaan alat bulcti bagi kepentingan lain 

Pentingnya pengelolaan dan penanganan arsip lcarena didalam 

arsip tersebut juga menca_kup bagian aset bersejarah yang merupakan 

sesuatu yang talc ternilai dan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan 



masyarakat, bangsa dan negara. Arsip merupakan salah satu aset 

bersejarah yang berisi informasi asset-aset kekayaan yang dimiliki oleh 

suatu instansi/organisasi daerah, dan bahkan negara. Sebagai suatu 

aset, maka arsip tersebut bermalcna mempunyai potertsi untuk 

dimanfaatkan pada masa yang akan dating, mampu menunjang peran 

dan fungsi pemerintahan sebagai pemberi pelayanan publik kepada 

masyarakat sehingga mendukung terciptanya tata pemerintahan yang 

baik (Good governance). Pemeliharaan dan penyelamatan arsip sebagai 

bagian dari pengelolaan arsip sangat perlu dilakulcan untuk menjaga 

kelangsungan tersedianya arsip tersebut sampai saat kapanpun 

diperlukan.Baik pemeliharaan dan penyelamatan dan i faktor alam dan 

lingkungan maupun falctor manusia 

Pada saat ini kondisi pengelolaan kearsipan di Kabupaten Lima 

Puluh Kota belum terselenggara dengan optimal. Pada umumnya arsip 

di pemerintahan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih tersebar 

dibeberapa tempat yang terpisah di peranglcat daerah masing-masing, 

belum terhimpun disatu tempat yang representatif dalam memudahkan 

akses masyarakat dan pengguna arsip lain nya. Pengatu ran mengenai 

penyelenggaraan arsip di Kabupaten Lima Puluh Kota selama ini hanya 

sebatas dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Beranjak dari 

kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dalam pengelolaan arsip dan kondisi empiris di Kabupaten Lima Puluh 

Kota yang memerlukan pengelolaan dan pengaturan tentang 

penyelenggaraan kearsipan, perlu adanya suatu pengaturan dalam 

bentuk Peraturan Daerah, sehingga penyelenggaraan arsip dapat 

terlaksana secara efektif dan efisien. 

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok 

yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum yang 



mernuat pengertian, asas, maksud dan tujuan pengaturan men genai 

penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan arsip, perlindungan dan 

penyelamatan arsip, keterbulcaan arsip stabs untuk penelitian dan 

pengembangan ilnau pengetahuan serta penyelidikan dan penyidikan, 

sumber daya kearsipan, pembiayaan, kerjasa_ma, peran serta 

masyarakat, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan 

peralihan, dan ketentuan penutup. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan asas "Icepastian hukum" adalah 

penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan 

hukum dan selaras dengan peraturan perundangundangan, 

kepatutan, dan keadilan dalam kebijalcan penyelenggara negara. 

Hal ml memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang 

menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara 
didasarkan pada hukum yang berlaku. 

Huruf b 

Yang ditnaksud dengan asas "keautentikan dan keterpercayaan" 

adalah penyelenggaraan kearsipan hams berpegang pada asas 

menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat 

digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas. 

Huruf c 

Yang dirnaksud dengan asas "keutuhan" adalah penyelenggaraan 

kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dan i upaya 
pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun 

fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan 
keterpercayaan arsip. 



Humid 

Yang dimaksud dengan asas "asal-usul" adalah asas yang 
dilak-ukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu 

kesatuan pencipta arsip (provenance), tidak dicampur dengan 

arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat 

melekat pada konteks penciptaannya. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan asas “aturan ash" adalah asas yang 

dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan 
pengaturan aslinya (original order) atau sesuai dengan 
pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan 
kegiatan pencipta arsip. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah penyelenggaraan 

kearsipan harus memberikan janainan keamanan arsip dani 

kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh 
pengg-una yang tidak berhak Yang dimaksud dengan asas 

"keselamatan" adalah penyelenggaraan kearsipan hams dapat 

menjanain terselarnatkannya arsip dan i ancaman bahaya bath 
yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah 
penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber daya 

manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang 
kearsipan. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan asas akeresponsifan"adalah penyelenggara 
kearsipan harus tanggap atas pennasalahan kearsipan maupun 

masalah lain yang berkait dengan kearsipan, khususnya bila 

terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan atau hilangnya arsip. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan asas "keantisipatifan" adalah 

penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi atau 

kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan 

perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Perkembangan berbagai perubahan dalam 



penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan teknologi 
infornaasi, budaya, dart ketatanegaraan. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan asas "kepartisipatifan" adalah 
penyelenggaraan kearsipan harus memberilcan ruang untuk 
peran serta clan partisipasi rnasyaralcat di bidang kearsipan. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah 
penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai 
bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan 
peristiwa yang direkam. 

Huruf 1 

Yang dimaksud dengan asas akemanfaatan" adalah 
penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan man faat 
bagi kehidupan bermasyarat, berbangsa, dan bernegara. 

Huruf m 

Yang dimaksud dengan asas "aksesibilitas" adalah 
penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan 
kemudahan, ketersediaan dan ketetjangkauan bagi masyarakat 
untuk memanfaatkan arsip. 

Huruf n 

Yang dimaksud dengan asas "kepentingan umum" adalah 
penyelenggaraan kearsipan dilalcsanakan dengan memperhatikan 
kepentmgan umum dan tanpa diskriminasi 

Pasal 3 

Yang dimaksud dengan "memberikan kepastian hukum" adalah 
bahwa Peraturan Daerah ini memberi landasan hukum bagi semua 
aktivitas penyelenggaraan kearsipan dan memberikan kepastian serta 
rasa aman bagi para penyelenggara kearsipan. 

Pasal 4 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "menjamin ketersediaan arsip yang 
autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah" adalah 



bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjarnin arsip 

sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat disediakan 

atau disajilcan dalam kondisi autentik dan terpercaya, sehingga 

dapat berfungsi sebagai Mat bukti yang sah maupun dapat 

raenjacii sumber inforrnasi dalam pelaksanaan kegiatan pada 

masa yang akan datang. 

Yang dimaksud dengan “arsip yang autentik" adalah arsip yang 

memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi 

pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan 

oleh orang atau lernbaga yang memiliki otoritas atau kewenangan 
sesuai dengan isi informasi arsip. 

Yang dimaksud dengan "arsip terpercaya" adalah arsip yang 

isinya dapat dipercaya penuh dart akurat karena 

merepresentasikan secara lengicap dari suatu tindakan, kegiatan 

atau fakta, sehingga dapat diartdalkan untuk kegiatan 
selanjutnya. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "pengelolaan arsip yang andar adalah 

pengelolaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan sistem yang 

mampu rnenarapung dan rnerespons kebutuhan perkembangan 

zaman. Sistem pengelolaan arsip yang andal memiliki 

kemanapuan: menjaring atau menangkap (capture) semua arsip 
dan i seluruh kegiatan yang dihasilkan organisasi; menata arsip 

dengan cara yang mencerrainkart proses kegiatan organisasi; 
melindungi arsip dari pengubahan, pengurangan, penambahan, 

atau penyusutan oleh pihak yang tidak berwenang; menjadi 
sumber utama informasi secara rutin mengenai kegiatan yang 

terekana dalam arsip; dan menyedialcan akses terhadap semua 
arsip berikut beserta metadatanya. 

Humid 

Yang dimaksud dengan hak-hak keperdataan masyarakat daerah 

meliputi• hak sosial, hak ekonomi, dan hak politik dan lainlain 

yang dibuktikan dalam arsip misalnya sertifikat tanah, ijazah, 

surat nikah, akte kelahiran, kartu penduduk, data 

kependudulcan, surat wasiat, dan surat izin usaha. 



Huruf e 
Yang dimasud dengan "menjmnin keselamatan dan keamanan 
arsip" adalah bahwa arsip baik secara fisik maupun informasinya 
hams dijaga keselamatan dan keamanannya, sehingga tidak 
mengalarni kerusakan atau hilang. Arsip perlu dijaga 
kerahasiaanya dad pengaksesan oleh pihak yang tidak berhak, 
karena arsip merupakan bukti pertanggungjawaban dalam 
kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan "meningkatkan kualitas pelayanan 
publik" adalah penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif 

dan terpadu dengan dukungan sumber daya manusia yang 
profesional serta prasarana dan sarana yang memadai akan 
meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memanfaatkan 
arsip yang dibutuhkan melalui ketersediaan arsip yang faktual, 
utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan 
tata naskah dinas untuk memenuhi autentisitas dan reliabilitas 
arsip. Tata naskah dinas memuat antara lain pengaturan jenis, 
format, penyiapan, pengarnanan, pengabsahan, distribusi, dan 
media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan 

Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan 
klasifikasi arsip untuk mengelompoldcan arsip sebagai satu 
keutuhan informasi terhadap arsip yang dibuat dan diterima. 
Klasifikasi arsip disusun berdasarkan analisis fungsi dan tugas 



pencipta arsip yang disusun secara logis, sistematis, dan 
kronologis. 

Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanalcan berdasarkan 

klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis untuk 

menentukan keterbukaan atau kerahasiaan arsip dalam rangka 

penggunaan arsip dan infonnasinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "registrasi" adalah tindakan pencatatan 

terhadap penciptaan arsip yang merupakan bagian dan i tahapan 
kegiatan pengurusan aunt. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan atindakan pengendalian" adalah suatu 

sarana pencatatan yang dilakukan untuk mengetahui posisi dan 
tindak lanjut dan i arsip yang telah didistribusikan. Dilakukan 
oleh unit pengolah dan unit kearsipan sesuai kewenangan baik 

dengan sarana manual maupun elektronik. Tindakan 

pengendalian merupakan bagian tahapan dan i kegiatan 
pengurusan surat. 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 'penerimaan arsip yang dianggap sah" 

adalah penerimaan arsip oleh petugas atau pihak yang berhak 

menerima yang ditandai dengan bukti penerimaan dan 

diregistrasi sesuai dengan teknologi inforrnasi dan komunikasi. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 



Pasal 11 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "dokumentasi pembuatan dan 
penerimaan arsip" adalah buku agenda dan catatan 
pengendalian pembuatan dan penerimaan arsip. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Penggunaan arsip dinanais dilakukan untuk memenuhi 
kepentingan dalam kegiatan perencanaan, pengambilan 
keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak, atau 
penyelesaian sengketa. 

Ayat (2) 

Tanggung jawab terhadap autentisitas arsip yang dibuat 
dibulctikan dengan can pemberian tanda tangan atau paraf oleh 
pejabat yang berwenang. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Penggunaan internal dan kepentingan publik dapat dilakukan 
melalui penggunaan inforrnasi arsip dalara SIKN dan JIKN. 

Ayat (5) 

Alt media arsip dilalcukan dalam rangka penyediaan arsip 
dimaksudkan untuk memudahkan akses terhadap arsip. 

Pasal 14 

Yang dimaksud dengan sistem ldasifikasi keamanan dan akses arsip 
merupakan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan 
informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan 
kerahasiaan arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban 
pencipta arsip dan pengguna dalam pelayanan arsip. 

Klasifikasi keamanan dan akses arsip ditentukan berdasarkan sifat 
arsip yang dapat di akses terdiri atas: 
a. arsip yang bersifat terbuka; dan 



b. arsip yang bersifat tertutup. 

Pasal 15 
Yang dimaksud dengan “pengguna yang berhak" adalah setiap orang 
atau badan hukum yang memiliki akses terhadap arsip yang 

didalamnya terkandung informasi publik yang tidak dikecualikan 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang rnengatur tentang 
keterbukaan informasi publik. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif dalam rangka 
pemehharaan arsip aktif dilakukan dengan menggunakan 
prasarana dan sarana kearsipan. 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Pemberkasan arsip dilakukan setelah arsip tersebut diregistrasi 
clan didistribusikan. 

Ayat (2) 

Klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar pemberkasan dan 
penataan az-sip untuk mendukung akses, dan pemanfaatan 
arsip 'serta penyusutan arsip. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Penataan dan penyimpanan arsip dalam rangka pemeliharaan 
arsip inaktif dilakukan dengan menggunakan prasarana dan 
sarana kearsipan. 



Pasal 20 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "asas asal usul" adalah asas yang 
dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu 
kesatuan pencipta arsip (provenance), tidak dicampur dengan 
arsip yang berasal dan i pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat 
melekat pada konteks penciptaannya. 

Yang dimaksud dengan "asas aturan ash" adalah asas yang 
dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan 
pengaturan aslinya (original order) atau sesuai dengan 
pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan 
kegiatan pencipta arsip. 

Ayat (2) 

Pengaturan fisik, pengolahan inforrnasi arsip, dan penyusunan 
daftar arsip inaktif dimaksudIcan untuk memudahlcan 
penemuan kembali. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Penyimpanan arsip aktif dilakukan pada sentral arsip aktif atau 
central file sebagai tempat penyimpanan arsip aktif yang 
dirancang untuk penyimpanan arsip secara efisien, efektif, dan 
axnan 

Penyimpanan arsip inaktif dilakukan pada sentral arsip inaktif 
atau records center sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif 
pada bangunan yang dirancang untuk penyimpanan arsip. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 



Pasal 23 
Alih media arsip dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis 
dimalcsudkan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan 

arsip yang dialihmediakan. 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Setiap penyelenggara sistem kearsipan elektronik, 
mengoperasikan sistem kearsipan elektronik yang memenuhi 

persyaratan minimum sebagai berikut: 

a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau 

dolt-amen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi 

yang ditetapican dengan peraturan perundang-undangan; 

b. dapat meliridungi ketersediaan, keutuhan, keautentilcan, 
kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam 

penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; 

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk 
dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; 

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang ciiumumkan 

dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami 
oleh pihak yang bersartgkutan dengan penyelenggaraan 

sistem elektronik tersebut; dan 

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga 
kebaruan, kejelasa_n, clan kebertanggungjawaban prosedur 

atau petunjuk. 

Ayat (2) 
Kebijakan alih media arsip antara lain meliputi metode 
(pengkopian, konversi, migrasi), prasarana dan sarana., serta 

penentuan pelaksana alih media. 

Ayat (3) 
Cukup joins. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan "memberikan tanda tertentu" adalah 
memberikan paraf atau tanda tangan sec ara manual atau 

elekUunik terhadap arsip hasil alih media. 



Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "akuisisi arsip stabs" adalah 
penyerahan a.tas hak pengelolaan arsip dan i pencipta arsip 
kepada Dinas. 
Akuisisi dapat dilakulcan dengan cara penarikan, pembelian, 
tukar men ukar, dan kegiatan lain yang mengalcibatkan adanya 
penambahan khazanah arsip. Dalam ranglca melengkapi 
lchazanah tentang rekaman peristiwa tertentu dapat dilakulcan 
melalui kegiatan wawancara sejarah lisan. 
Akuisisi dilakulcan berdasarkan strategi akuisisi dan lcriteria 
arsip stabs. 

Yang dimaksud dengan averifikasi secara langsung" adalah 
verifilcasi terha.dap arsip staffs yang tercantum di dalam JRA 
yang berketerangan dipermanenlcan 

Yang dimaksud dengan "verifikasi tidak langsung" adalah 
verifikasi terhadap arsip yang belum tercantum dalara JRA 
tetapi memiliki nilai guna kesejarahan dengan didukung oleh 
bukti-bukti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangart. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 



Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Yang dimaksud dengan "standar deskripsi arsip stalls" adalah 
ketentuan dasar dalarn mendeskripsikan/merekam informasi arsip 
stalls. 

Pasal 43 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dirnaksud dengan "guide" adalah sarana bantu penemuan 
arsip stalls berupa uraian informasi mengenai khasanah arsip 

stalls yang tersirnpan baik secara keseluruhan maupun tematis 
di Dinas. 

Yang dimaksud dengan "daftar arsip stalls" adalah sarana bantu 
penemuan arsip stalls berupa uraian deskripsi informasi yang 
sekurang-kurangnya memuat nomor arsip, bentuk redaksi, isi 
ringkas, kurun waktu penciptaan, tingkat perkembangan, 
jumlah, dan kondisi arsip. 

Yang dimaksud dengan "inventaris arsip" adalah sarana bantu 
penemuan kembali arsip statis berupa uraian deskripsi 
informasi yang disusun berdasarkan slcema pengaturan arsip 
yang dilengkapi dengan sejarah dan fungsi/peran pencipta 
arsip, riwayat arsip, sejarah penataan arsip, tanggung jawab 
teknis penyusunan, indeks, daftar istilah asing, struktur 
organisasi untuk arsip kelembagaan atau riwayat hidup untuk 
arsip perseorangan, dan konkordan (petunjulc perubahan 
terhadap nomor arsip pada inventaris arsip yang la_ma ke dalam 
inventaris arsip yang baru). 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 



Pasal 44 
Ayat (1) 

Preservasi dilaksanakan untuk menjatnin keselamatan dan 
kelestarian arsip stabs. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "kondisi fisik dan nilai informasi" adalah 
bahwa dalam melaksanakan alih media arsip perlu dilakukan 
seleksi arsip untuk menyatakan arsip yang kondisinya paling 
rusak dan nilai informasinya paling penting. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Contoh media lainnya antara lain microform, microfilm, dan 
microfiches sesuai dengan perkembangan telmologi. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

• 
	 Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas 



Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas, 

Pasal 53 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan peralatan teknologi informasi adalah 

perangkat teknologi dan komunikasi yang digunakan untuk 

kepentingan pengelolaan Arsip dinamis dan Arsip Statis, yang 

meliputu pengendalian naskah dinas, pengelolaan Arsip dinamis 

aktif danArsip dinarnis inaktif, pengelolaan Arsip Statis, serta 
layanan Arsip. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 



Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 
a 

Cukup jelas 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas 



Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

Pasal 87 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Gedung, ruangan, dan peralatan digunalcan untuk mengelola 

arsip dina_mis maupurt arsip statis dalam berbagai bentuk dan 
media, seperti: 

a. penyimpanan arsip aktif; 

b. penyimpanan arsip inalctif; 

C. penyimpanan arsip statis; 

I 
	 d. peralatan kearsipan; 

e. gedung penyimpanan arsip; 

f. penyimpanan arsip vital; 

g. penyelamatan arsip; dan 
h. sistem jaringan informasi dan komunikasi. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 



Pasal 88 
Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cult-up jelas. 

a 	 Pasal 90 

Cukup jelas. 

Pawl 91 

Cukup jelas. 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Ayat (1) 

Yang diraaksud dengan "masyarakat" adalah sebagian, 

sekelompok, suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat 

umum balk yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi 

maupun yang tidak terhimpun dalam organisasi. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "peran serta masyarakat di bidang 

pertdidikan dan pelatihan kearsipan" adalah masyarakat dapat 

membentuk lembaga pendidilcan kearsipan, balk secara sendiri-
sendiri maupun bekerja sama dengan pihak terkait. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 95 

Huruf a 

Yang dirnaksud dengan "menciptakan arsip atas kegiatan yang 

4.• 
	 dapat raengalcibatkan murtculnya hak dart kewajiban" adalah 

senantiasa menciptakan arsip (perseorangan, keluarga, 
organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan) atas berbagai 

aktivitas atau kegiatan yang dilakulcan sehingga menumbuh 

dan mengembangican budaya sadar arsip pada masyarakat dan 

dapat melindungi masyarakat atas hak-hak keperdataan, hak 

atas kekayaan intelektual, clan mendulcung ketertiban 



administrasi pemerintahan dalam rangka kehidu pan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "menyimpan dan melindungi arsip" 

adalah memelihara arsip yang dimilildnya sesuai dengan kaidah 
dan standar kearsipan sehingga arsip tersebut dapat terlindungi 

	

••• 	 clan senantiasa dapat digunakan dalarn rangka kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pasal 96 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "menyerahkan arsip stalls kepada LICD" 
adalah menyerahkan arsip statis yang dimiliki untuk dikelola 
oleh LKD. Tanpa tnelepaskart asal-usul penciptanya, arsip 
tersebut menjadi khazanah LIM dan sebagai memori kolektif 
untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "melaporkan kepada LKD" adalah 
melaporkan tindakan melawan hukum tersebut kepada LICD. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "melindungi dan menyelamatkan arsip 
dan tempat penyimpanan arsip" adalah melakukan upaya clan 
tindakan penyelamatan secara terkoordinasi dengan pihak-
pihak terkait yang memilild kewenangan dan kompetensi, 
sehingga penyelamatan arsip dapat cfilaksanakan dengan efisien 
dan efektif. 

Pasal 97 
Cult-up jelas. 

Pasal 98 
Huruf a 

Culcup jelas. 

	

• 	 Huruf b 
Culcup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "menjadi sukarelawan dalam 
pengelolaan dan penyelamatan arsip" adalah berperan serta dan 
berpartisipasi dalam kearsipan sesuai dengan kompetensi yang 



seperti bidang teknologi inforrnasi dan komunilcasi, 
pengelolaan arsip, dan pelestarian arsip, khususnya ketika 
terjadi bencana kearsipan. 

Pasal 99 
Cukup jelas. 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

Pasal 101 
Cukup jelas. 

Pasal 102 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Cukup jelas. 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

Pasal 105 
Cukup jelas 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pasal 107 

Cukup jelas. 

Pasal 108 
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Cukup jelas. 



SALINAN I 

 

• BUPATI LIMA PULUH KOTA 
PROVINSI SUMATEItA BARAT 

PERATURAN DAEFtAll KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN 

DENGAN FtAHMAT TUHAN YANG MALTA ESA 
BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

Menimbang : a. bahwa dala_m rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan 

bangsa perlu ditumbuhkembangican budaya gemar 
membaca; 

b. bahwa dalarn rangka pembudayaan gemar membaca, perlu 

didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai 
wahana pembelajaran sepanjang hayat; 

c. bahwa perpustakaan merupalca_n sarana penyelenggaraan 
pelayanan, pendidikan dan penelitian di Daerah, sebagai 
wahana sumber inforrnasi, ilmu pengetahuan, teknologi, 
rekreasi dan pelestarian budaya, yang memilild 
karakteristik Daerah; 

d. bahwa dalarn rangka memberikan kemudahan dan 
jaminan hak bagi masyaralcat untuk memperoleh layanan 
perpustakaan, guna meningkatkan wawasan dan ilmu 

pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan 
perpustakaan; 

e. bahwa berdasarkari pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 
Perpustakaan. 



Mengingat : 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang 
Pembentuican Daerah Otonom Kabupaten Dalarn 
Lingkungan Daerah Provinsi Surnatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah 
Simpan ICarya Cetak clan Karya Reicarn (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor .  48, Tambahan 
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3418); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara. Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republic Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustalcaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4774); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia. Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lenabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta_mbahan Lembaran 
Negara Republic Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamb.ahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 

tentang Serah Sinipan Karya Cetak dan Karya Rekann 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3457); 

11. Peraturan Pemerirttah Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya 
Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembara.n 
Negara Republtic Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Honor 
3820); 

12. Peraturan Pemerintah Honor 24 Tahun 2014 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 

13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang 

Tunjangan Jabatan Fungsional Pustaka.wan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 178); 

14. Peraturan Menteri Dalain Negeri Humor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. 
Keputusan Menteri Dalarn Negeri dart Otonomi Daerah 

Honor 3 Tabun 2001 Tentang Perpustakaan 
Desa/Kelurahan; 

16. Peraturan Menteri Pendayaguna.an Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan 
Angka. Kreditnya; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lana Puluh Kota Nomor 15 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah ICabupaten Lima 
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15). 
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Derigan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
dart 

BUPATI LIMA PULUH KOTA 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : RANCANGAN 	PERATURAN 	DAERAH 	TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERPUSTAICAAN 

BAB I 
ICETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalain Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unasan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asaz otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat 
Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota. 

4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. 
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Lima Puluh Kota. 
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD adalah Perangka.t Daerah yang mempunyai tugas 
pokok clan fungsi dalarn perpustakaan. 

7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, 
karya cetak, dan/ atau karya rekarn secara profesional 
dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutu.han 
pendidikan, penelitian, pelestarian, inforrnasi, dan relcreasi 
para pemustaka. 

8. Koleksi perpustakaan adalah semua inforrnasi dalarn 
bentuk karya tubs, karya cetak, dari/atau karya rekam 
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dalarn berbagai Media yang mempunyai nilai pendidikan, 
yang dihitnpun, diolah, dan dilayankan. 

9. Koleksi perpustakaan daerah adalah semua karya tulis, 

karya cetak, dan/atau karya rekarn dalarn berbagai media 
yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang 
berada di dalain maupun di luar daerah yang dimiliki oleh 
perpustakaa.n daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

10. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak 
dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, balk yang 
berada di dalarn daerah maupun di luar daerah yang 
berurnur sek-urang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan 
yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah 
dan/atau nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. 

11. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihart bentuk 
koleksi perpustakaan dan i bentuk tercetak atau media lain 
ke dalam bentuk digital dengan tujua.n efisiensi. 

12. Perpustakaan digital adalah penerapan teknologi informasi 
sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan 
menyebarluaskan informasi ilrnu pengetahuan dalarn 
format digital. 

13. Perpustakaan urnum adalah perpustakaan yang 
diperuntulcan bagi masyarakat luas sebagai sarana 
pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan urnur, 
jenis kelamin, suku, ras, aga_ma, dan status sosial-ekonorni. 

14. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang 
diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di 
lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, 
lembaga pertdidikan keagamaan, rumah ibadah, atau 
organisasi lain. 

15. Perpustakaan sekolah dalah perpustakaan yang berada 

pada satuan pendidikan formal di lingicungan pendidikan 
dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dani 
kegiatan sekolah yang bersanglcutan, dan merupakan pusat 
surnber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan 
pendidikan sekolah yang bersangkutan. 

16. Karya. Cetak adalah semua jenis terbitan dan i setiap karya 
intelektual dan/atau artistic yang dicetak dan digandakan 



dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, 
dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. 

17. Karya Rekam adalah jenis rekarnan dan i setiap karya 
intelektual dan atau artsitik yang direkam dan digandakan 
dalarn bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan 
perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi unium. 

18. 
Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi 
yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan 

kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggurtg 
jawab untuk mela.ksanakan pengelolaan dart pelayanan 
perpustaka.an. 

19. 
Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu 
perseorangan, kelompok orang; masyarakat, atau lembaga 
yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. 

20. 
Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya 
cetak, dan/atau karya rekarn. 

21. 
Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau 
lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang 

mempunyai perhatian dan peranan dalarn bidang 
perpustakaan. 

22. Organisasi profesi pustakawan adalah perkurnpulan yang 

berbadan hukurn yang didirikan oleh pustakawan untuk 
mengembangkart profesionalitas kepustakawanan. 

23. 
Sumber daya perpustakaan daerah adalah semua tenaga, 
sararta clan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau 
dikuasai oleh perpustakaan daerah. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS 

Pasal 2 
Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk menjamit 
pengelolaa_n dan pengembangan perpustakaan  di daerah secara 
berkualitas, terintegrasi clan berkesinarnbungan. 

Pasal 3 
Penyelenggaraart Perpustakaan bertujuan: 

a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat 
secara cepat dan tepat; 
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b. mewujudkan 	keberlangsungan 	pengelolaan 	dan 
pertgembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana 

pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilxnu pengeta.huan, 
teknologi, kesenian dan pelestarian budaya daerah; dan 

c. melaksanakan pembudayaan gemar membaca clan 

memperluas wawasan serta pengetahuan guna 
mencerdaskan kehidupan masyarakat 

Pasal 4 
Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas: 
a. pembelajaran sepanjang hayat; 
b. demokrasi; 
c. keadilan; 
d. keprofesionalan; 
e. keterbukaan; 

1. keterukuran; dan 
g. kemitraan. 

BAB III 
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Kewenangan 

Pasal 5 
Dalarn penyelenggaraan perpustakaan pemerintah Daerah 
memiliki kewenarxgan sebagai berikut: 
a. menetapkan kebijakan dalarn ranglca pembinaan dan 

pengembangan perpustakaan di daerah; 
b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan 

dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan. 
c. mengalitmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat 

untuk dilestarikan dan didayagunakan 

Bagia_n Kedua 

Kewajiban 
Pasal 6 

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban 
dalam: 

7 



a. menjarnin 	penyelenggaraan 	dan 	pengembangan 
perpustakaan di daerah; 

b. 
menjamin ketersediaan layanan perpustakaan di daerah; 

c. 
menjamin kelangsungan penyelenggaraan clan pengelolaan 
perpustakaan sebagai pusat surnber belajar masyarakat 

d. 
menggalakan promosi gemar membaca dengan 
memanfaatkan perpustakaan; 

e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; 

1. menyelenggarakan dan mengembangkan pergustakaan 
umuna daerah berdasarkan kekhasan daerah. 

BAB IV 

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN 
PERPUSTAKAAN 

Bagian Kesatu 
Pembentukan Perpustakaan 

Pasal 7 
(1) 

Pembentukan perpustakaan dilalculcan oleh Pernerintah 
Daerah dan/atau masyarakat. 

(2) 
Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada OPD. 

(3) OPD menerbitkan Tanda Daftar Perpustakaan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan 

sebagairnana. dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Pera.tura.n 
Bupati. 

Pasa1 8 

Pembentukan perpustakaan sebagairnana dimaksud dalarn 
Pasal 7 ayat (1) paling sedikit memen-uhi syarat: 
a. menailiki koleksi perpustakaan; 
b. memihki tenaga perpustakaan; 
c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; 
d. mernililci s umber pendanaan; dan 
e. memberitahukan kebera.daannya kepada Perpustakaan 

Daerah. 



Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Perpustakaan 
Paragraf 1 

Jenis Perpustakaan 

Pasal 9 
(1) Perpustakaan terdiri atas: 

a. perpustakaan Urrnun; 
b. perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan 
c. perpustakaan Khusus. 

(2) Perpustakaan umurn sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
humf a terdiri dad: 

a. perpustakaan Daerah; 
b. perpustakaan Kecanaatan; dan 
c. perpustakaan Nagari. 

(3) Perpustakaan Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
humf a diselenggara.kan oleh OH). 

(4) Perpustakaan Kecarriatan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(2) huruf b diselenggarakan oleh Kecamatan. 

(5) Perpustakaan Nagari sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c diselenggarakan oleh Nagari. 

(6) Untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan 
perpustakaan sebagainrana dirnaksud pada ayat (2) 

Pemerintah Daerah menyeleriggaralcan perpustakaan 
keliling. 

(7) Perpustakaan keliling sebagairnana. dimaksud pada ayat (6) 
dapat juga diselenggarakan oleh masyarakat. 

(8) Perpustakaan digital merupakan bagian penyelenggaraan 

perpustakaan daerah yang diselenggarakan oleh OPD 
terkait. 

Paragraf 2 
Perpustakaan Daerah 

Pasal 10 
(1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 

ayat (2) huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten, 
dipimpin oleh seorang pejabat yang ditunjuk di bida.ng  
perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi 
tanggungja.wab pemerintah daerah. 
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(2) Perpustakaan daerah sebagaimana cifinaksud pada ayat (1) 
melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, 
perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan 
penelitian clan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat 
sumber belajar masyarakat di daerah. 

(3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan Pembina 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan 
kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis 
perpustakaan di daerah meliputi: 
a. 

Penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional; 
b. Surber daya manusia di bidang perpustakaan; 
c. Sarana dart prasarana sesuai standar nasional; 
d. Koleksi ba.han perpustakaan; 
e. Kelembagaan perpustakaan; 
1. Organisasi profesi perpustakaan; 
g. Layanan perpustakaan; 
h. Kerjasarna perpustak
i. 	

aarar 
Organisasi kemasyarakatan perpustakaan; 

j. Kerjasarna perpustakaan; 
k. Jaringan perpustakaan; 
1. Sistir.  n informasi perpustakaan; 
in. Pernbudayaan gemar membaca; 
n. Pendikan literasi informasi; 
o. Peningkatan pemasyarakatan perpustakaan; 
p. Pelestarian bahan perpustakaart 
q. Preservasi clan restorasi bahan perpustakaan; 
r. Kajian perpustakaan; dart 
s. Monitoring dan evaluasi perpustakaan. 

(4) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan rujukan 
sebagairnana dinnaksud pada ayat (2) melaksanakan 
kegiatan perpustakaan rujukan yang meliputi: 
a. penyedia sarana temu balik inforrnasi; 
b. penyeciiaan koleksi rujukan mengenai Daerah; dan 
c. 

menjadi pus at jaringan irtforrnasi perpustakaan di Daerah. 
(5) Perpusrakaart Daerah sebagai perpustakaan deposit 

sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) mela.ksanakan 
kegiatan: 

a. penyediaan saran 
a dan prasarana perpustakaan deposit; 
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b. pelaksanaan sosialisasi serah sirnpan karya cetak, karya 
rekarn mengenai Daerah dan yang diterbitkan di Daerah; 

c. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di 
Daerah; 

d. penghimpunan koleksi Bahan Perpustakaan mengenai 
Daerah; 

e. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian Koleksi 
Perpustakaan deposit; 

f. pendayagunaan Koleksi Perpustakaan deposit; dan 
g. penyusunan dan pen erbitan Bibliografi Daerah dan daftar 

karya cetak clan karya. rekarn. 

(6) Perpustakaan Daerah seba.gai perpustakaan penelitian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan 
kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan 
clan teknologi. 

(7) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pelestarian 
sebagaimana dirnaksud pa.da. ayat (2) melaksanakan 
kegiatan penyelematan dan pelestarian Koleksi Daerah yang 
meliputi: 
a. penetapatan kebijakan pelestraian Koleksi Daerah 

berdasarkan kebijakan nasional; 
b. pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekarn, 

terkait Koleksi Daerah; dan 
c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah. 

(8) Perpustakaan Daerah sebagaimana ditnaksud pada. ayat (1) 

harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan 
Pemustaka. 

(9) Perpustakaan Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dapat melaksanakan pela.yartan Perpustakaan Kerning, 
untuk melayani masyara  ka t yang jauh dari pelayanan 
perpustakaan menetap. 

(10) Pemerintah daerah menyediakan biaya operasional 
Perpustakaan Kerning. 
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Paragraf 3 
Perpustakaan Kecamatan 

Pasal 11 
(1) 

Perp-ustakaan Kecamatan sebagaimana dirna.ksud dalarn 
Pasal 9 ayat (2) huruf b berkedudukan di kecamatan yang 
dikelola 	oleh 	pengelola 	Perpustakaan 	dan 
penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab carnat. 

(2) 
Perpustakaan kecamatan sebagairnana dirnaksud pada ayat 

(1) melaksana.kan tugas pemerintaha.n kecarnatan dalarn 
bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber 
belajar xnasyarakat di wilayah kecarnatan. 

(3) 
Perpustakaan kecamatan sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi 
perpustakaan sesuai dengan minat, tuntutan dan 
kebutuhan masyarakat serta mengembartgkan kegemaran 
membaca masyarakat. 

(4) 
Perpustakaan Kecarnatan sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) hams memenuhi rasio kecuk-upan antara koleksi dan 
Pemustaka secara bertahap. 

(5) 
Perpustakaan Kecamatan sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) melayani masyarakat umum clan pelajar diwilayahnya. 

(6) 
Perpustakaan Kecamatan sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) mengembangkan layanan perpustaka.an berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi. 

(7) 
Perpustakaa.n Kecamatan sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup untuk 
pengembangan perpustakaan. 

Paragraf 4 
Perpustakaan Nagari 

Pasal 12 
(1) Perpustaka.an Nagari sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 

ayat (2) huruf c berkedudukan di Nagari yang dikelola oleh 

pengelola Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi 
tanggung jawab Wall Nagari. 

(2) Perpustakaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melaksanakan tugas pemerintahan nagari dalarn bidang 
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perpustakaan dan bertangsi sebagai pusat surnber belajar 
masyarakat di wilayah Nagari. 

(3) Perpustakaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyediakan sarana dan pra.sarana serta koleksi 
perpustakaan sesuai dengan minat, tuntutan clan 
kebutuhan naasyarakat serta mengembangkan kegemarart 
membaca masyarakat. 

(4) Perpustakaan Nagari sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan 
Pemustaka secara bertaha.p. 

(5) Perpustakaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melayani masyarakat unaum clan pelajar diwilayahnya 

(6) Perpustakaan Nagari sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi 
inforrnasi dan komunikasi. 

(7) Perpustakaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditunjang dengan alokasi anggaran yang cuk-up untuk 
pengembangan perpustakaan. 

Paragraf 5 
Perpustakaan Sekolah/Madrasah 

Pasal 13 
(1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustalcaan 

yang xnemenuhi standar perpustakaan •Nasional dengan 
memperhatikan Standar Nasional Penciidikan. 

(2) Perpustalcaan sebagaiinana dimaksud pada. ayat (1) memiliki 
koleksi bukta teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buk-u 
teks pada satuan pendid'ikan yang bersangkutan dalarn 
jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta 
didik dan penclidik. 

(3) Perpustakaan sebagair' nana dimaksud pada ayat (1) 
mengembangkan koleksi perpustakaan yang mendukung 
pelaksanaan kurikulum pendiclikan. 

(4) Perpustakaan sekolah/madrasah naelayani peserta didik, 
pendiciikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan 
satuan pendidikan yang bersangkutan. 

(5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan 

perpustakaan berbasis teknologi inforxnasi dan komunikasi. 
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(6) Sekolah/madrasah mengalokasikan anggaran untuk 
pengembangan perpustakaan. 

Paragraf 6 

Perpustakaan Khusus 
Pasal 14 

(1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh lembaga 
pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan 
keagamaan, rurnah ibadah, atau organisasi lainnya. 

(2) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan 
sesuai dengan kebutuhan pemustaka thlinglcunganya. 

(3) Perpustakaan khusus memberikan layana_n kepada 
pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas 
memberikan layanan kepada pemustaka di luar 
lingkungannya. 

(4) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan 
standar nasional perpustakaan. 

(5) Pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pernbinaan 
teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan 
kepada perpustakaan khusus. 

Bagian Ketiga 
Pengembangan Perpustakaan 

Pasal 15 
(1) Pengembangan 	perpustakaan 	merupakan 	upaya 

peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan 
perpustakaan, baik dalarn hal kuantitas maupun kualitas. 

(2) 
Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dila.kukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan 
tujuan, sena dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi 
inforrnasi dan komunikasi. 

(3) 
Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinarnbungan. 
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BAB V 

RUMAH BACA DAN TAMAN BACAAN 
Pass] 16 

(1) Rurnah Baca dart Taman Bacaan dapat diselenggarakan oleh 
masyarakat urnurn dan Pemerintah Daerah. 

(2) Rumah Baca. clan Taman Bacaan menyediakan bahan 

perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka 
dilingkungannya. 

(3) Rumah Baca dan Taman Bacaan memberikan layanan kepada 

pemustaka dilingkungannya clan secara terbatas memberikan 
layanan kepada pemustaka diluar lingk-ungannya. 

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa 
pembinaan teknis, pengelolaan, dan atau pengembangan 

perpustakaan kepada Rumah Baca dan Taman Bacaan, sesuai 
denga.n kemarnpuan daerah. 

BAR VI 

PENYELENGGARAAN PERRPUSTAKAAN 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pass] 17 

(1) Setiap penyelenggara.an perpustakaan berpedoman pada 
standar nasional perpustakaan. 

(2) Standar Nasional Perpustakaan sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. koleksi perpustakaan; 
b. sararta dan prasarana; 
c. pela.yanan perpustakaa.n; 
d. penyelenggaraan; dan 
e. pengelolaan. 

(3) Penetapan standar sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) harus 

memperhatikan kebutuharx pemustaka yang memiliki kelainan 
fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial. 

15 



Raglan Ked'ua 
Koleksi Perpustakaan 

Pasal 18 
Starida_r koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2) huruf a, memuat kriteria paling sedikit: 
a. jenis koleksi; 
b. jurrtlah koleksi; 
c. pengembangart koleksi; 
d. pengolahan koleksi; 
e. perawatan koleksi; dan 
1. pelestarian koleksi. 

Pasal 19 
(1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 huruf a terdiri atas fiksi dan non fiksi yang berbentuk: 
a. karya tulis; 
b. karya cetak; dan/atau 
c. karya rekarn. 

(2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
menyajikan konten porno, kekerasan, dan konten negative 
lainnya. 

(3) Koleksi perpustakaan urnurn sebagaixnana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari: 
a. bacaan urnurn; 
b. referensi; 
c. tebitan berkala; 
d. muaart lokak dan 
e. alit permainan edukatif. 

(4) Koleksi perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri clan: 
a. buku teks pelajaran; 
b. bacaan umum; 
c. referensi; 
d. terbitan berkala; dan 
e alit permainan edukatif. 

(5) Koleksi perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri dari: 
a. ba.caan umun:c 
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b. referensi; 

c. terbitan berkala; 
d. laporan penelitian; dan 
e. literatur kelabu. 

(6) Selain jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 

(3), dan ayat (4) setiap jenis perpustakaan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (1) harus menyediakan koleksi 
untuk kelompok pem-ustaka yang berkebutuhan khusus. 

Pasal 20 

(1) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 huruf b 
pada setiap jenis perpustakaan adalah sebagai berikut: 
a. jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah paling sedikit 

5.000 (lima ribu) judul. 
b. Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecarnatan paling sedikit 

1.000 (seribu) judul. 
c. Jumlah koleksi pada Perpustakaan Nagari paling sedikit 

1.000 (seribu) judul. 

d Jurnlah koleksi pada Perpustakaan Khusus paling sedikit 
1.000 (seribu) judul. 

e. Perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit sesuai 
dengan standar yang ditetapkan dalarn standar nasional 
pendidikan. 

(2) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi rasio keculcupan a_ntara koleksi dan pemustaka. 

Pasal 21 
(1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 

huruf c hams dilalculcan berdasarkan kebijakan pengembangan 
koleksi pada setiap perpustakaan. 

(2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hams ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun. 

(3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meneakup seleksi, pengadaan, pengolahan dan 
penyiangan baha_n perpustakaan yang disusuri secara tertulis 

sebagai pedornan pengembangan koleksi perpustakaan yang 
ditetapican oleh kepala perpustakaan. 
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Pasal 22 
Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaunana dirnalcsud dalarn 
Pasal 18 huruf d dilaksanakan sesuai dengan kepentingan 
pemustaka dengan menaperhatlican perkembangan teknologi 
inforrnasi dan komunikasi. 

Pasal 23 
(1) 

Perawatan koleksi sebagaiMana dimaksud dalarn Pasal 18 
huruf e dilakuka-j oleh setiap perpustakaan secara berkala. 

(2) 
Perawatan koleksi sebagairnana ciimaksud pada ayat (1) 
meliputi penyimpanan clan konservasi. 

Pasal 24 
Pelestarian koleksi sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 18 huruf f 
dilakukan oleh perpustakaan daerah dalarn rangka pelestarian 
koleksi yang menauat budaya daerah. 

Pasal 25 
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, pengembangan, 
pengolahan, perawatan dan pelestarian koleksi sebagairnana 
dirnaksud dalarn Pass! 19 sanapai dengan Pasal 24 diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Naskah Kuno 

Paragraf 1 
Hak dan Tanggung Jawab Masya.rakat dalarn Pelestaria n 

Naskah Kuno 
Pasal 26 (1) 

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan 
serta memanfaatkan naskah kuno. 

(2) 
Kepemilikan, penyimpanan, perawatan clan pelestarian sena. 
pemanfaatan naskah kuno sebagairna.na dimaksud pada ayat 
(1) harus dilalcukan secara bertanggungjawa.b, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 2 
Pendaftaran Naskah Kuno 

Pasal 27 
(1) Masyaralcat yang memiliki naskah lcuno sebagaimana dimaksud 

dalarn Pass] 26 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daera.h 
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disax-npaikan 

secara tertulis dengan dilengkapi data, paling kurang mengenai: 
a. identitas pemilik; 
b. riwayat kepemilikan naskah; 
c. jenis, jurnlah, bentu.k, dan uk-uran naskah; dan 
d. data lainnya yang berhuburiga.n dengan naskah tersebut. 

(3) Data sebagaimana clirnaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi 
oleh Perpustalcaan Daerah. 

(4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

memberikan surat bulcti pendaftaran kepada. Pemilik yang telah 
memerruhi persyaratan pendaftaran Naskah Kuno. 

(5) Dalarn hal Naskah Kuno sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

dialihkan kepemilikannya, surat bukti pendaftaran dialihkan 
kepemilikannya, surat bulcti pendaftaran sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (4) tidak berlaku. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Naskah Kuno 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) 
diatur dengan peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 

Pelayanan Perpustakaan 
Pasal 28 

(1) Standar pelayanan perpustakaan memuat sistem paling sedikit 
mengenai sistem dan jenis pelayanan. 

(2) Sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terciiri 
dari: 
a. sistem terbuka; dan 
b. sistem tertutup. 

(3) Jenis pelayanan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 

a. pelayanan teknis; dan 
b. pelayanan pemustaka. 
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(4) 
Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hunms a 
mencakup pengadaan dan pengola.han bahan perpustakaan. 

(5) 
Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b men cakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi. 
(6) 

Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagairnana dimaksud pada 

ayat (5) dapat menggunakan koleksi setempat claniatau koleksi 
perpustakaan lain. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi clan 

pelayanan referensi sebagaiMana dimaksud pada. ayat (5) dan 
ayat (6) cliatur dengan Peraturan Bupati. 

Pa.sal 29 
(1) 

Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis 
kegiatan pelayanan perpustakaan. 

(2) 
Aciministrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan dengan 

tujuan memudahkan dan menjarnin keefektifan pelaksanaan 
kerja dalatn pengelolaan pelayanan perpustakaan. 

(3) Aciministrasi pelayanan perpustakaart mengikuti pola dan cara 

yang baku atau yang berlaku dalarn organisasi badan 
induknya. 

(4) Aciministrasi pelayanan perpustakaan merupakan bukti 
pertanggungjawaban dalarn pela.ksanaan tugas pelayanan. 

(5) 
Pengembangan sistem aciministrasi pelayanan perpustakaan 
mengilniti perkembangan teknologi inforrnasi dan komunikasi. 

Pasal 30 
(1)Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan 

dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan 
kemudahan pemustaka dalarn menggunalcan perpustakaa.n. 

(2)Perpustakaan dapat melakukan kerja sancta pelayanan dengan 
perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalarn 
linglcup organisa.si. 

(3)Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai 
dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan 
sistem manajemen. 
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Pasal 31 
(1) 

Promosi pelayanan perpustakaan dila.kukan untuk 
meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan 
penggunaan perpustakaan serta mening,katkan budaya 
kegemaran membaca masyarakat. 

(2) 
Promosi pelayanan perpustakaan dilalcukan secara 
berkesinantbungan  dart perlu didukung dana yang memadai. 

Bagian Kelirna. 
Penyelenggaraan 

Pasal 32 
(1) Standar Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana 

dimaksud dalaxn Pasal 17 ayat (2) huruf e memuat kriteria 
paling sedikit mengenai penyelenggaraan perpustakaan di 
berbagai jenis perpustakaan. 

(2) Standar Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana 
dinaaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. prosedur pengadaan dan sumber daya perpustakaan; dan 
b. prosedur la.yanan inforrnasi pada setiap jenis perpustalman. 

(3)Standar Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati 

Ba.gian Keenarn 
Pengelolaan 

Pasal 33 
(1) Standar Pengelolaan Perpustakaan sebagafrnana dimaksud 

dalarn Pasal 17 ayat (2) huruf f memuat kriteria: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; dart 
C. penga.wasan. 

(2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) 
dilakukan dengan memanfaatkan kemarnpuan teknologi, 
inforrnasi dan komunikasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan 
clan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam Peraturart Bupati. 
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BAB VII 

TENAGA PERPUSTA1CAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pa.sal 34 
(1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas: 

a. Pustakawan; dan 
b. Tenaga. Teknis Perpustakaan 

(2) Pustakawan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf 
hams memenuhi k-ualifikasi sesuai standar nasional 
Perpustakaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 

(3) Pustaka.wan sebagimana dimaksud pada ayat (2) diba.ntu oleh 
tenaga teknis Perpustakaan yang memilild kompetensi sesuai 
kebutuhan, untuk mendukung fungsi Pexpustakaan. 

(4) 'Magas tenaga teknis Perpustakaan sebagairnana dimaksud pada 

ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi 
Perpustakaan. 

(5) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) perpustakaan da.pat memiliki tenaga ahli dalana bidang 
perpustakaan. 

(6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, 
pembinaa_n, promosi, pemindah tugasan, dan pemberhentian 

tenaga perpustalcaan yang berstatus pegawai negeri sipil 
ciilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(7) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, 

pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian 
tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil 
dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh 
penyelenggara. perpustakaan yang bersangkutan. 

Pasal 35 
(1) Tenaga perpustakaan berhak atas: 

a. Penghasilan kebutuhan hidup 
kesejahteraan sosial; 

b. Pembina.an karier sesuai dengan 
kualitas; dan 

minimum 

tuntutan 

dan jaminan 

pengembangan 
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C. KeSeMpatan Untuk menggunakan sarana, prasarana, dan 

fasilitas perpustakaan untuk mentmjang kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

(2) Besaran penghasilan sebagairnana dirnaksud pada pasal 35 
ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan Bupati. 

Pasal 36 
Tenaga perpustakaan berkewajiban: 
a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka; 
b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan 
c. memberika.n ketelada.nan dan menjaga na_ma baik lembaga dan 

kedudukannya sesuai dengan tugas dan tangg-ung jawabnya. 

Bagian Kedua 

Jabatan Fungsional Pustakawan 

Pasal 37 
(1) 

Pemerintah Daerah mengembangkan jabatan fungsional 
Pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan 
Perpustakaa_n Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Jabatan fungsional Pustakawan sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1), meliputi: 
a. Pustakawan Terampil, terdiri atas: 

1. Pustakawan Pela.ksana; 

2.Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan 
3.Pustakawan Penyelia.. 

b. Pustakawan Ahli, terdiri atas: 
1. Pustakawan Pertama; 
2.Pustakawan Muda; 
3.Pustakawan Madya; dan 
4. Pustakawan Utarna. 
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BAB VIII 

ORGANISASI PROFESI 
Pasal 38 

(1) Pustakawan membentuk organisa.si  profesi. 
(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berfungsi untuk memajukan dan memberi pelindungan profesi 
kepada pustakawan. 

(3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisa.si  profesi. (4) 
Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan 
difasilitasi oleh Pemenntah, pemerintah daerah, dan/atau 
masyarakat. 

Pasal 39 
Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan: 
a. meneta.pkan dan melaksanaka.n anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga; 
b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan; 
c. memben pelindungan hulcurn kepada pustakawan; dan 
d. menjalit kerja sarna dengan asosiasi pustakawan pada tingkat 

daerah, nasional, clan internasional. 

Pasal 40 
(1) 

Kode etik sebagaimana dimaksud dalaxn Pasal 36 hux-uf b 
berupa norxna atau a.turan yang hams dipatuhi oleh setiap 

pustakawan untuk menjaga kehorrnatan, martabat, citra, dan 
profesionalitas. 

(2) Rode etik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) memuat secara 
spesifik sartksi pelanggaran kode etik dan mekanisme 
penegakan kode etik. 

Pasal 41 
(1) 

Penegakan kode etik sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 37 
ayat (2) dilaksa.nalcan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan 
yang dibentuk oleh organisasi profesi. 

(2) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan 
diatur dalarn anggaran da.sar dan anggaran rumah tangga. 
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BAB IX 
SARANA DAN PRASARANA 

Pasal 42 
(1)Penye1enggara Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan 

prasarana sesuai dengan standar nasional Perpustakaa_n 
(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dirnanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan 
teknologi,inforrnasi clan kornunikasi. 

Pasal 43 
(1) Setiap Perpustakaan memiliki sarana sebagai berikut: 

a. penyirnpanan koleksi; 
b. akses inforrnasi; clan 
c. pelayanan perpustakaan. 

(2) Sarana penyimpanan koleksi sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a paling sedikit memiliki perlengkapan berupa: 
a. rak buku; 
b. rak parner majalah dan surat kabar; clan 

C. Perlengkapan lainnya yang sesuai dengan bahan 
perpustakaan yang dirniliki. 

(3) Sarana akses inforrnasi sebagairnana dinaaksud pada. ayat (1) 
huruf b paling sedikit memiliki perlenglcapan berupa: 
a. komputer; 

b. perangkat lunalc perpustakaan; 
C. jaringan informa.si; 
d. lemari 'catalog; dan 
e. sarana terriu kembali bahan perpustakaan. 

(4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki perlengkapan berupa: 
b. meja dan k-ursi baca; 
c. meja dan kursi kerja; 
d. loker penitipan bara_ng; dan 
e. meja sirkujasj 

Pasal 44 
(1) Perpustakaan yang telah memilild sarana sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 39 dapat rnelenglcapi sarana telmologi 
informasi dan komunikasi untuk: 
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a. pengelolaan koleksi; 
b. penyelenggaraan pelayanan; 
c. pengembangan perpustakaan; dart 
d. kerja sarna perpustakaan. 

(2) Sarana telmologi informasi dan komunikasi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) clisesuaikan dengan perkembangan dan 
kemajuan teknologi. 

Pasal 45 
(1) 

Setiap perpustakaan memiliki lahan dan gedting atau ruang. 
(2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaks-ud pada ayat (1) 

harus berada di lokasi yang mudah diakses, arnan, dan 
nyanaan. 

(3) 
Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi aspek kearnanan, kenya_manan, 
keselamatan, dan kesehatan. 

(4) 
Gedung perpustakaa.n paling sedilcit memiliki ruang koleksi, 
ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, 
dart estetik. 

(5) 
Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi dart 
area baca yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik. 

(6) 
Setiap perpustakaan hams merniliki fasilitas umurn dan 
fasilitas khusus. 

BAB X 
HAK, KEWAJIBAN, KERJA SAMA 

DAN PERAN SERTA MASYARA1CAT 
Bagian Kesatu 

Hak 
Pasal 46 

(1) Masyarakat mempunyai hak yang Santa untuk: 
a. Memperoleh layanan 	serta memanfaatkan 	dan 

mendayagunakan fasilitas perpustakaan; 
b. 

rnendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan 
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c. berperan serta 
dalarn pengawaSan dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan perpustakaan. 
(2) Masyarakat di da.erah terpencfi, terisola.si

, atau terbelakang 
sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan 
perpustakaan secara khusus. 

(3) Masyarakat yang memiliki 

Bagian Kedua. 
Kewajiban 
Pasal 47 

(1) Masyarakat berkewajiban: 
a. 

menjaga dan mernelihara kelestarian koleksi perpustakaan; 
b. 

menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah lcuno yang 
dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustaka.an Umurn 
Daerah; 

c. 
menjaga kelestarian dan keselamatan surnber daya 
pezpustakaan di lingkungannya; 

d. mendukung upaya penyediaa.n fasilitas 	layanan 
perpustakaan di lingkungannya; 

e. 
mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalarn 
pernanfaatan fasilitas perpustakaa_n; dan 

1.  
menjaga ketertiban, kearnanan, dan kenyamanan lingkungan 
perpustakaan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Bagian Ketiga 
Kerja Santa 

Pasal 48 
(1) 

Perpustakaan melakukan kerja sarna dengan berbagai pihak 
untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka. 

(2) 
Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana. 
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah 

cacat dan/au kelainan fisik, 
emosional, mental, intelektual, dan/au sosial berhak 
memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan 
kemampuan dan keterbatasarx masing-masing. 
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pemustaka 
yang dapat dilayani dan meningkatica_n mutu 

layanan perpustakaan. 

(3) Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan 
yang berbasis teknologi inforrnasi clan komunikasi. 

Bagian Keempat 

Peran Serta 
Pasal 49 

Masyarakat berperan serta dalarn pembentukan, 
penyelenggana.n, pengelolaan, pengembangan, dan 
pengawasan perpustakaan. 

BAR XI 

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA 
Pasal 50 

(1) 
Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui 
keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. 

(2) Pembudayaan kegemaran membaca pada_ keluarga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan 
berkualitas. 

(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai 
proses pembelajaran. 

(4) 
Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
penyediaan sarana perpustakaan di tenapat-tempat urnum yang 
mudah dijangkau, murah, dan bermutu. 

Pasal 51 
Pemerintah daerah dan masyarakat mendorong turnbuhnya taman 
bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang 
pembudayaan kegemaran membaca. 
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Pasal 52 
Pemerintah daerah mernfasilitasi dan mendorong pembudayaan 

kegemaran membaca sebagaima_na diatur dalarn Pasal 47 ayat (2) 
sarnpai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan 

bermutu, rnurah, clan terjangicau serta menyediakan sarana dart 
prasarana perpustakaan yang mudah diakses. 

Pasal 53 
(1) 

Pembudayaan kegemaran membaca dilakukanmelaluj gerakan 
nasional gemar membaca. 

(2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah 
daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat. 

(3) 
Satuan pendidikan membina pembudayaa_n kegemaran 
membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan. 

(4) 
Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan 

gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya 
tulis, Ica/3ra cetak, clan karya reka_m. 

(5) Untuk mearujudIcan pembudayaan kegemaran membaca 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan beketja 
sama dengan pemangku kepentingan. 

(6) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan 

kepada masyarakat yang berhasil melalcukan gerakan 
pembudayaan gemar rnembaca. 

(7) 
Ketentuan mengenai pernberian penghargaan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (6) cliatur dalarn Peraturan Bupati. 

RAE )CII 
PENDANAAN 

Pasal 54 
(1) 

Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab 
penyelenggara perpustakaan. 

(2) 
Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan 
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APED). 

Pasal 55 
(1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecuk-upan 

dan berkelanjutan. 
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(2) Pendanaan perpustakaan bersumber dan: 
a. 

anggaran pendapatan clan belanja negara dan/atau anggaran 
pendapatan clan belanja daerah; 

b. sebagian anggaran pendidikan; 
c. surnbangan masyarakat yang tidak mengikat; 
d. kerja sarna yang saling naeriguntungican; 
e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; 
f. hasil usaha jasa perpustalcaan; dan/atau 
g. 

sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 56 

Pengelolaan dana perpustakaan dilak-ukan secara efisien, 
berkeadilan, terbuka, terulcur, dan bertanggung jawab. 

DAB XIII 

PENGHARGAAN 
Pass.! 57 

(1) Pemerintah Daerah memberilcan penghargaan kepada 

perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalarn 
pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca 
serta pelestarian naskah kuno dan bersejara.h, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dam tatacara pemberian 

penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAD XIV 
SANKSI 
Pasal 58 

(1)Semua penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanalcan 

ketentuan sebagairnana dimaksud dalarn pasal 10, pasal 11, pasal 
12, pasal 13 dan pasal 14 dikenai sanksi administrant 

(2) Pengenaan sanksi administrant- sebagahnana dimaksud pads. ayat 
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 59 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Ditetapkan di Sarilamak 

Pada Tanggal 19 Desember 2018 

BUPATI LIMA PULUH ROTA, 

ttd 

IRFENDI ARIII 

Diundangkan di Sarilarnak 
pada tanggal 19 Desember 2018 

SEIMETARIS DAERAII 
KABUPATEN LIMA PULUH ROTA, 

ttd 

WIDYA PUTRA 

safinan sesual dengan asIlnya 
KEPALA BAGIAN NUKUM 

SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA 

ern FORTUNA 611 
NIP.19660104199303 1 006 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TABUN 2018 NOMOR 8 
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PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN 

I. UMUM 

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dan 
i peradaban clan 

budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu 
bangsa dapat ciilihat dari kondisi perpusta.kaan yang dirniliki. Hal itu karena 
ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, 
sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan 
disarnpaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau ga_mbar 
untuk mertgekspresikan pikiran dan/ata-u apa yang dirasakan serta 
mertggunakan tanda-tanda dan garnbar tersebut untuk 
mengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan 
fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengernbangan 
teknik relcarn, clan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi 
inforrnasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya 
perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari 
sini awal mulai berkembang ilnrn dan teknik mengelola perpustakaan. 
Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pernildran, 
pengalatnan, dan pengetahuan urnat manusia, mempunyai fungsi utarna 
melestarikan ha.sil budaya umat martusia tersebut, khususnya yang 
berbentuk dokumen karya cetak dan karya relcarn lainnya, serta 
menyarnpaikan gaga.san, pemikiran, pengalaman, clan pengetahuan urnat 
manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari 
pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempurtyai 
budaya membaca clan belajar sepanjang hayat. Di sisi lain, perpustakaan 
berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana 
diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003 tentang Sistem 
Pendiclikan Nasional. Perpustakaan merupakan pus at sumber informasi, 
ilmu pengetahuan, telmologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, 
perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun 
masyarakat informasi berbasis telcnologi inforrnasi dan komunikasi 
sebagairnana dituangkan dalarn Deklarasi 

World Summit of Information Society-WSIS, 
12 Desember 2003. Deklarasi WSIS bertujuan memba.ngun 

masyarakat inforrnasi yang inldusif, berpusat pada manusia dan 
berorientasi secara Ichusus pada pembangunan. Setiap orang dapat 
mencipta, mengakses, menggunakan, clan berbagi infonnasi serta 
pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan 
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masyarakat luas menggunakan seluruh 
potensi mereka untuk 

pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu 
hidup. Indonesia telah merdeka lebih dan 

i 72 (tujuh puluh dua) tahun, 
tetapi perpustakaan ternyata belurn menjadi bagian hidup keseharia_n 
masyarakat. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu 
dikembangkan suatu sistem nasional perpustakaan. Sistem itu merupakan 
wujud kerja sarna dan perpaduan dan 

i berbagai jenis perpustakaan di 
Indonesia demi memarnpulcan institusi perpustakaan menjalartkan fungsi 
utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dart demi 
mempercepat tercapairtya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan 
ba_ngsa. Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenta_ng Pemerintahan Daerah 
mengakibatkan ketidak jelasan kewenangan pusat dan daerah dalarn 
bidang perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan Nasional Republik 
Indonesia berdasarkan Keputusan Presider' Nomor 11 Tahun 1989 tidak 
lagi memiliki kelt-I-ratan efektif dalarn melakukan pembinaan dan 

pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Keberagarnan kebijakan dalarn pengembangan perpustakaan di 
daerah secara umurn pada sato sisi mengurttungkan sebagai pendelegasian 
kewenangan kepada daerah. Namur", di sisi lain dianggap k-urang 
meng-untungkan bagi penyelenggaraan perpustakaan yang andal dan 
profesional sesuai dengan stand 

ar ilrnu perpustakaan dan inforrnasi yang bak-
u karena bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang 

dirniliki oleh setiap daerah serta adanya perbedaan pen aharnan dan 

persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan. Sejurnlah warga 
masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian tarnan bacaan atau 
perpustakaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas inforrnasi 
melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan mural". 
Narnun, upaya sebagian kecil masyarakat ini tidak akan marnpu memenuhi 
kebutuhan naasyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih 
besar. Untuk itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 28 F 
Undang-Undang Dasar Deklarasi Negara Republik Indonesia Tabun 1945, 
pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang 
paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan 
guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya peraturan daerah 
ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana 
pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga 
menjadi pedornan bagi perturnbuhan dan perkembangan perpustakaan di 
Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian 
masyarakat Indonesia. 
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PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Cukup jelas. 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Ayat (6) 
Cukup jelas 
Ayat (7) 
Cukup jelas 
Ayat (8) 
Cukup jelas 
Ayat (9) 

Yang dirnaksud dengan "Perpustakaan Keating" adalah perpustakaan 
yang menggunakan sarana angina dalarn melayani Pernustaka. 
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Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Ayat (1) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan akarya tulis" adalah setiap atau semua 
gagasan yang diungkapkan kedalana bentuk tulisan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan akarya cetak" adalah semua jenis terbitan 
dari setiap karya intelektual dan/atau artistic yang dicetak dan 
digandakan dalam bentuk bulcu, majalah, surat kabar, peta, brosur, 
dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umurn. 

Huruf c 

Yang clitraksud dengan "Icarya relcam" adalah jenis relcama_n dani 
setiap lcarya intelektual dart/ atau artistic yang direkam dan 
digandakart dalarn bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai 
dengan perkernbangan teknologi yang diperuntulckan bagi urnurn 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Ayat (6) 
Cukup jelas 
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Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
• 

Cukup jelas. 
Pasal 23 

• Cukup jelas. 
Pasal 24 

Cukup jelas. 
Pasal 25 

Cukup jelas. 
Pasal 26 

Cukup jelas. 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
Pasal 28 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf 

Yang dimaksud dengan "sistem terbukan adalah suatu sistem layanan 
perpustakaan yang memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan 
mernilih sendki koleksi yang dibutuhkan tanpa bantuan Pustakawa.n 
dan/ atau Tenaga Pengelola Perpustakaan. 
Huruf b 

Yang climaksud dengan "sistem tertutup" adalah suatu sistem layanan 
perpustakaan yang tidak memperbolehkan Pemustaka untuk mencari 
da.n inemith sendki koleksi yang dibutuhkan tetapi dengan bantuan 
Pustakawan dart/ atau Tenaga Pengelola Perpustakaan. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
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Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas 
Pasal 31 

Cukup jelas. 
Pasal 32 

Cukup jelas. 
Pasal 33 

Cukup jelas. 
Pasal 34 

Cukup jelas. 
Pasal 35 

Cukup jelas. 
Pasal 36 

Cukup jelas. 
Pass] 37 

Cukup jelas. 
Pass] 38 

Cukup jelas. 
Pass] 39 

Cukup jelas. 
Pass] 40 

Cukup jelas. 
Pass] 41 

Cukup jelas. 
Pass] 42 

Cukup jelas. 
Pass] 43 

Cult-up jelas. 
Pass] 44 

Cukup jelas 
Pass] 45 

Cukup jelas. 
Pass] 46 

Cukup jelas. 
Pass] 47 

Cukup jelas. 
Pass] 48 

Cukup jelas. 
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Pasal 49 
Pet-

an serta masyarakat dalarn pembentukan, penyelenggaraan, 
pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan 
dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan 
usulan melalui Dewan Perpustakaan. 

Paso] 50 

Cukup jelas 
Paso] 51 

Cukup jelas 
Paso] 52 

Cukup jelas. 
Paso] 53 

Cukup jelas. 
Paso] 54 

Cukup jelas. 
Paso] 55 

Cukup jelas. 
Paso] 56 

Cukup jelas. 
Paso' 57 

Cukup jelas. 
Paso] 58 

Cukup jelas. 
Paso] 59 

Cukup jelas. 
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